PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PENGAMBI L KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH PROVI NS

1. Keberadaan PERDA | MB
Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemlik
bangunan untuk nenbangun baru, mengubabh, menper | uas,
mengur angi , dan/ at au mer awat bangunan sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
ber | aku.
PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Penerintah daerah nel akukan
pengawasan terhadap pel aksanaan penerapan peraturan daerah di
bi dang bangunan gedung nelalui nekanisnme penerbitan izin
nmendi ri kan bangunan gedung dan sertifikasi kel aikan fungs
bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan
penbongkar an bangunan gedung.”
Prosedur pengi si an:
Capai an kinerja untuk |KK Keberadaan PERDA | MB di hasil kan
dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang
berada di w layah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumn ah
sel uruh kab/ kota yang berada di w | ayah provinsi tersebut.

2. Peraturan Daerah Tentang Kependudukan

Regul asi yang nengatur penataan dan penertiban dal am
pener bi tan dokunmen dan Data Kependudukan nel al ui Pendaft aran
Penduduk, Pencat at an Sipil, pengel ol aan i nf or masi
Adm ni strasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil nya untuk
pel ayanan publi k dan penbangunan sektor | ain.

Prosedur pengi si an:

Capaian kinerja untuk |IKK Perda tentang kependudukan
di hasi | kan dari agr egasi t er hadap capai an ki nerja
kabupat en/ kota yang berada di wi | ayah  provi nsi yang
ber sangkut an, di bagi jum ah seluruh kab/kota yang berada di

wi | ayah provinsi tersebut.



3. Rasio Personil SatpoL PP Terhadap Jum ah Penduduk.

Jum ah Satuan Polisi Panong Praja yang sudah di angkat nenj adi

PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyel enggara

keterti ban unum dan kententraman masyarakat di |uar tenaga

adm ni strasi/kesekretari at an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data PNS Satpol PP (PNS) per tanggal 31 Desenber
tahun 2015 pada Kantor Polisi Panongpraja atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk sanpai tanggal 31
Desenber 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

4. Ketepatan waktu penyanpai an LPPD ber dasarkan PP Nonor 3 tahun

2007,

Laporan atas penyel enggaraan penerintahan daerah selama 1

(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Penbangunan

Daerah (RKPD) yang disanpai kan oleh kepala daerah kepada

Penerintah setiap tahun paling | anbat tanggal 31 Maret.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan tanda terima penyanpaian LPPD Provinsi dari
Ditjen O da.

2) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpaian LPPD

sesuai tanda terim.

Ket epat an waktu penyanpai an Laporan Keuangan dan Laporan
ki nerja berdasarkan PP 8/ 2006 Pel aporan Keuangan Dan Kinerja
I nst ansi Peneri nt ah.

Laporan Keuangan adal ah bent uk pertanggungj awaban pengel ol aan
keuangan Negaral/daerah (APBN APBD) selanma suatu periode,
di sanpai kan sel anbat -| anbatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
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anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan

(CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut

di sanpai kan ol eh kepal a daerah kepada Penerintah setiap tahun

pal i ng | anbat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan tanda terina penyanpai an Lapkeu dari Kenenterian
Keuangan.

2) Dapatkan tanda terima penyanpaian Lakip dari Kenenterian
PAN dan Reformasi Birokrasi.

3) Tul i skan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

4) I si kan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpaian LPPD

sesuai tanda terinma.

6. Urusan yang sudah diterapkan SPM nya ber dasar kan pedonman yang
di terbi t kan ol eh Peneri nt ah.
Prosedur pengi si an:
Capaian kinerja wuntuk [IKK ini dihasilkan dari agregasi
terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di
wi | ayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jum ah seluruh
kab/ kota yang berada di w | ayah provinsi tersebut.

7. Kerjasama Dengan Daerah Lain

Kesepakat an antara gubernur dengan gubernur atau gubernur

dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan

bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali
kota, yang dibuat secara tertulis serta neninbul kan hak dan
kewaj i ban.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah MbU atau kerjasama antar daerah yang
masi h  berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda
Permerintah Provinsi.

2) Tul i skan Judul , Nonmor berserta tanggal MU.

8. Kesesuai an Prioritas Penbangunan



10.

Si nkroni sasi  kebi jakan penerintah daerah dengan kebijakan

penmeri ntah yang tertuang dalam Rencana Kerja Penerintah

(RKP)dengan nenperhati kan sasaran utama dan Prioritas

Penbangunan Nasi onal . Sasaran utama dan Prioritas Penbangunan

Nasi onal dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Neger

tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap

t ahun di kel uarkan ol eh Kenenteri an Dal am Negeri .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumlah prioritas penbangunan daerah dari
Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Rata-rata wurusan wajib yang dilaksanakan pada sel uruh
kab/ kot a.

Prosedur pengi si an:

Capaian kinerja wuntuk [IKK ini dihasilkan dari agregasi
terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di
wi | ayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jum ah seluruh
kab/ kota yang berada di w | ayah provinsi tersebut.

Wakt u penet apan Perda APBD 2015

Penet apan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai mana

di mksud pasal 116 ayat (1) Pernendagri 37 Tahun 2014 tentang

Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dilakukan paling | anbat

tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya’.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada
| anpi ran pengesahan Perda APBD di mnaksud.

2) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang

t er sedi a.



11.

12.

13.

3)Isikan atau tuliskan nonmor dan tanggal penetapan Perda
APBD.

Keber adaan Perda tentang pengel ol aan keuangan daerah

ber dasar kan Peraturan Penerintah Nonor 58 tahun 2005 tentang

Pengel ol aan Keuangan Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda tentang pengel ol aan keuangan daer ah.

2) Tul i skan pernyataan “Ada/Tidak Ada” pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Bel anj a Unt uk Pel ayanan Dasar

Bel anja Pel ayanan dasar didapatkan dari total belanja per

urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar

unt uk urusan pendi di kan di anbil dari senua bel anja pendi di kan
yang ada di sel uruh SKPD.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang tel ah
di audit ol eh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
(Urusan pendidi kan, kesehatan, Lingkungan Hi dup, Pekerjaan
Umum Sosi al Ket enagaker | aan, Koper asi , Sat pol PP,
Kependudukan dan Catatan Sipil.)

2) Dapat kan pul a Tot al Bel anj a APBD dari Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
di audit ol eh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah
tersedi a.

Bel anj a Untuk Urusan Pendi di kan Dan Kesehat an
Dal am r angka peni ngkat an bi dang pendi di kan, penerintah daerah
secara konsisten dan berkesi nanbungan harus nengal okasi kan

anggaran fungsi pendi di kan sekurang- kurangnya 20% (dua pul uh
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14.

15.

per sen) dari bel anja daerah, sesuali amanat per at ur an
per undangundangan, termasuk dana BOS yang bersunber dari APBD
dan Dal am rangka peningkatan bidang kesehatan, penerintah
daer ah secara konsi st en dan ber kesi nanbungan har us
mengal okasi kan anggaran kesehatan m ni nal 10% (sepul uh
persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat

Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang

Kesehat an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk wurusan
pendi di kan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

2) I sikan data tersebut pada runus yang ada.

3) Tuliskan Belanja per wurusan kedalam kolom yang sudah

t er sedi a.

Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah | ainnya yang

mengat ur Standar Pel ayanan Publik sesuai dengan peraturan

per undang- undangan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur St andar Pel ayanan Publi k.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom vyang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau
peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

Rasi o PNS t er hadap penduduk.

Per bandi ngan antara jum ah PNS terhadap jum ah penduduk dal am
suatu wi | ayah provinsi. |deal nya persentase jum ah PNS adal ah
dua atau tiga persen dari jum ah penduduk. Hal tersebut
di mmksudkan agar terdapat keseinbangan antara beban kerja
dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab

nmel aksanakannya. Di sanpi ng variabel jum ah penduduk, faktor
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16.

17.

luas wlayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN APDB

turut nenjadi pertinbangan dal am nenentukan jum ah PNS yang

I deal .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah PNS s.d 31 Desenber 2015 dari BKD
atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah Penduduk s.d 31 Desenber tahun
2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Si stem | nf ormasi Kepegawai an

Apl i kasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang

proses admnistrasi kepegawai an di |ingkungan penerintah

daerah yang bertujuan untuk nenbuat manaj enen sunber daya
manusia nenjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan
cara menberi kan pot r et kondi si kepegawai an t erakhir

sebagai mana di amanat kan dal am Kepnendagri Nonor 17 tahun 2000

tentang Sistem I nfornmasi Manaj enen Kepegawai an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan Sistem Kepegawai an yang
di | aksanakan penerintah daerah dari Badan Kepegawai an
Daer ah.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom vyang
tersedi a.

Jum ah Penbent ukan SKPD ber dasar kan PP 41/ 2007

Per angkat Daer ah di bent uk ol eh masi ng- masi ng Daer ah
ber dasar kan perti nbangan kar akteristik, pot ensi , dan
kebut uhan Daerah. O ganisasi Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah setenpat dengan berpedoman kepada
Peraturan Peneri nt ah. Pengendal i an  or gani sasi per angkat

daerah dil akukan oleh Penerintah Pusat untuk Provinsi dan



18.

19.

ol eh @ubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Per at ur an Peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data dari Biro Organi sasi atau instansi terkait.
2)Isikan dan rinci jum ah per SKPD data tersebut pada kol om

yang sudah tersedia.

Jum ah PERDA yang ditetapkan dal amtahun 2015

Produk Hukum Daer ah berdasarkan Pernmendagri No 16 Tahun 2006

sebagai mana tel ah di ubah nenjadi pernendagri NO. 1 tahun 2014

tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan

daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka

pengat ur an penyel enggar aan peneri ntahan daerah (Pasal 1 angka

2). Produk Hukum Daerah diterbitkan ol eh kepal a daerah dal am

pengat uran atau regul asi penyel enggaraan peneri ntahan daer ah,

yang tel ah nendapat persetuj uan DPRD

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Perda yang ditetapkan dalam tahun
2015 dari Biro Hukum Setda Penerintah Provinsi.

2) Tul i skan nonor dan tanggal perda yang ditetapkan.

Jun ah Raperda yang di setujui DPRD tahun 2015

Mengacu ayat (2) Pasal 14 Pernendagri No. 1 Tahun 2014

tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasi

penyusunan Prolegda antara penerintah daerah dan DPRD

di sepakati nenjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat

pari pur na DPRD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah Raperda yang disetujui DPRD tahun
2015 dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah rancangan perda-perda yang
di usul kan dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.



20.

21.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keput usan DPRD yang ditindakl anjuti.

Dal am rangka efektivitas proses penganbilan keputusan oleh

DPRD beserta tindak | anjut pel aksanaan keputusan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan dat a j um ah Keput usan DPRD  yang tel ah
di ti ndakl anj uti pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau
instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh Keputusan DPRD yang
di kel uarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keput usan Gubernur yang ditindaklanjuti.

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas pr oses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan dat a j um ah Keput usan GQuber nur yang
di ti ndakl anj uti pada tahun 2015 dari Biro Hukum
Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jumah Keputusan Gubernur yang
di kel uarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.



22.

23.

24.

Per at uran Gubernur yang diti ndakl anj uti

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas proses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan dat a j unm ah Per at ur an Guber nur yang
di ti ndakl anj uti pada tahun 2015 dari Biro Hukum
Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah Peraturan Gubernur yang
di kel uarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Jum ah PERDA yang di bat al kan

Prosedur penbatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Penbentukan

Produk Hukum Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai perda-perda yang dibatal kan dari
Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data perda-perda vyang dikirinkan untuk
di eval uasi dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keberadaan perda atau PerGub terkait dengan konsultasi
publ i k.

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara
peneri ntahan daerah dengan nmsyar akat atas penetapan
kebi j akan publik yang strategis dan rel evan untuk daer ah.

Prosedur pengi si an:
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25.

26.

27.

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan
kebi j akan daer ah.

2) Sebut kan | egal fornmal nya.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Adanya nedia informasi penda yang dapat diakses ol eh publik

(website, kotak pos, |eaflet/brosur).

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan medi a i nf or masi yang
di | aksanakan penerintah daerah dan tel ah ditetapkan dengan
Perda atau Peraturan Gubernur dari Dinas Konunikasi dan
Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.

2) Tul i skan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom yang

t er sedi a.

Dana peri nbangan yang terserap di bandi ng yang di rencanakan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi Dana perinbangan dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pul a anggaran dana perinbangan (realisasi) dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Bel anj a Publi k terhadap Dana Al okasi Urum
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan data total realisasi belanja [|angsung dalam

Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
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28.

29.

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Urum dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi total belanja [|angsung dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Besaran PAD terhadap sel uruh pendapat an dal am APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

2) Dapat kan pul a data total pendapatan dal am APBD (reali sasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an

Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
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30.

31.

32.

diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Opi ni BPK terhadap Laporan Keuangan Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan kesi npul an hasi| peneriksa BPK nengenai tingkat
kewaj aran informasi yang disajikan dalam | aporan keuangan
daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula kesinmpulan hasil peneriksa BPK nengenai
ti ngkat kewajaran informasi yang disajikan dalam | aporan
keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau
instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada kol om yang ada.

SI LPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah SILPA dalam Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD
atau instansi terkait.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (realisasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Rasi o real i sasi PAD terhadap anggaran pendapat an.

Prosedur pengi si an:
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1) Dapat kan data jum ah Realisasi PAD dal am Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD
atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data anggaran pendapatan dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

33. Realisasi bel anja terhadap anggaran bel anj a

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Realisasi belanja APBD dal am Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (realisasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang tel ah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

34. Temuan BPK RI yang ditindakl anj uti
Prosedur pengi si an:
1) Dapat kan Hasil| Rekonsi aliasi Rekonendasi/Tenmuan BPK dal am
LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepal a
Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti
penda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi

terkait.
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35.

36.

37.

2) Dapat kan pula jum ah sel uruh rekonendasi/tenuan BPK Rl per
31 Desenber 2015 dari |Inspektorat Provinsi atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada kol om yang ada.

Real i sasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau
instansi terkait.

2) Dapat kan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 -
2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Peni ngkat an Pendapat an Asli Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total PAD tahun 2015 dal am Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang tel ah diaudit ol eh BPK dari BPKAD at au i nstansi
terkait.

2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dal am LRA Laporan
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
di audit ol eh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Penghargaan dari penerintah yang diterima ol eh Penda dal am

t ahun 2015.

Prosedur pengisian :
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38.

39.

1) Dapat kan data jum ah Penghargaan yang diterim ol eh Penda
dari penerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol
Setda Penerintah Provinsi.

2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterinma pada
kol om LPPD.

Keber adaan E- procurenent

Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penerintah yang dil akukan

dengan penanfaat an teknol ogi informasi yang dil aksanakan ol eh

peneri ntah daerah dal am rangka percepat an pel aksanaan bel anj a

Negara guna percepatan pel aksanaan penbangunan. Pel aksanaan

pengadaan barang dan jasa atau E-Procurenent di |[|ingkungan

peneri ntah daerah ditetapkan nel al ui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan f ot okopi per at ur an daer ah yang mengat ur
pel aksanaan pengadaan barang dan Jasa.

2)IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak nmenggunakan runus
per samaan nel ai nkan pernyataan “ada atau tidak ada™).

3) Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama |KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja |IKK
dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a;

4) Tulis hasil atau pernyataan capaian Kkinerja pada kol om

Capai an Ki nerj a.

Jum ah persetujuan investasi

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data juniah i zin I nvest asi (nil ai i zin
i nvestasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan
Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.

2) I si kan data tersebut pada kol om yang ada.
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PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PELAKSANA KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH PROVI NSI

Jum ah Program Nasi onal yg dil aksanakan ol eh SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program nasi onal per urusan yg dil aksanakan
oleh nmasing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015
sebagai mana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Permerintah Tahun 2015.

2) Dapatkan pula data junmlah program nasional per urusan
yang sudah ditetapkan Penerintah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan Kkebijakan
teknis yang ditetapkan oleh penerintah cq Kenenterian/
LPNK dari masi ng- masi ng SKPD.

2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.

3) Tul i skan Judul SOP pada kol om yang tersedia.

Jum ah PERDA pel aksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus

di | aksanakan menurut PERMEN

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data Perda-Perda yg dil aksanakan ol eh masing-
masi ng SKPD per wurusan berdasarkan Peraturan Menteri
terkait.

2) Dapat kan pula jum ah Sel uruh Peraturan Menteri per urusan
yang sudah ditetapkan ol eh Kenenteri an/ Lenbaga.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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4. Rasio struktur jabatan dan esel onering yang terisi

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data junmlah jabatan yang ada (yang diisi) per
urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif
maka j abatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsi onal dal am struktur organi sasi SKPD
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut
Kepangkat an ( DUK)
2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.
3) Tuliskan nama jabatan fungsi onal pada kolom yang
tersedi a.

6. Rasi o PNS Kabupat en

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah PNS per wurusan pada Daftar Urut
Kepangkat an (DUK) SKPD at au data kepegawai an BKD

2) Dapatkan pula data jumah total seluruh PNS per 31
Desenber 2015 dari SKPD atau BKD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

7. Pejabat yang tel ah nmenmenuhi persyaratan pendi di kan pel ati han
kepem nmpi nan
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Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi syar at
di kl at pi m per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) nmasing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak
definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebih dari satu urusan

maka kepal a dinas tetap dihitung satu.

Pej abat yang tel ah nmenenuhi persyaratan kepangkat an.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi kepangkatan
per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif

maka j abatan tersebut tidak dihitung)
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10.

11.

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan |ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

Keber adaan dokunen perencanaan penbangunan di SKPD

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data dokunen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD.
RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masi ng- masi ng SKPD

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Jum ah Program RKPD yang di akonodir dal am RENJA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program RKPD per wurusan yang diakonodir
dal am RENJA SKPD,

2) Dapat kan pula data jum ah sel uruh program RKPD per urusan
dal am RENJA SKPD yang dit et apkan pada RPJMD.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Jum ah Program RENJA RKPD yang di akonodi r dal am RKA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am RKA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam RKA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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12.

13.

14.

Jum ah Program RENJA SKPD di akonodi r dal am DPA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am DPA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam DPA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Anggaran SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total anggaran SKPD dal am Laporan Real i sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD vyang
ber sangkut an.

2) Dapat kan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda
atau instansi yang terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Modal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi Dbelanja nodal dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Lapor an Per t anggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.
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15.

16.

17.

Total Belanja peneliharaan dari total belanja barang dan

j asa.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan |asa
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Bel anja peneliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keber adaan | aporan keuangan SKPD ( Neraca, LRA, Calk).
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data | aporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)
dari masi ng- masi ng SKPD
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18.

19.

20.

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang
t ersedi a.

Adanya | nventaris Barang atau Asset SKPD

I nventarisasi adal ah kegiatan untuk nelakukan pendataan,

pencat atan, dan pelaporan hasil pendataan barang mlik

daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dil akukan

dal am rangka penyusunan ner aca.

Dal am  akunt ansi, t er msuk dal am St andar Akunt ansi

Peneri ntahan (SAP) yang di atur dengan PP No. 24/ 2005, istilah

barang di sebut aset. Dalam pel aporan barang di Neraca ol eh

SKPD dan Penda, istilah barang diganti dengan aset, yang

terbagi ke dal am aset |ancar, aset tetap, dan aset |ainnya.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data hasil inventarisasi barang/asset SKPD yang
di | akukan paling |anbat 5 tahun sekali.

2)Isikan pernyataan ‘ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Junm ah Asset yang tidak di gunakan.

Asset yang tidak di gunakan adal ah asset yang dal am kondi si

bai k tapi tidak di manfaat kan untuk operasi onal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data asset yang tidak digunakan per wurusan dari
masi ng- masi ng SKPD dal am sat uan rupi ah.

2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan
rupi ah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Jum ah fasilitas / prasarana infornasi.

Prosedur pengi si an:
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21.

1) Dapatkan data terkait kepemlikan fasilitas / prasarana
i nformasi .

2)Isikan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang
tersedi a.

Keber adaan Survey Kepuasan Masyar akat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dinmaksud adalah survey

kepuasaan terhadap suatu |ayanan kepada masyarakat yang

di | aksanakan ol eh penyel enggara |ayanan (SKPD) dengan atau

ti dak nelibat kan pi hak akadem si, Lenbaga Swadaya Masyar akat

yang berguna untuk rmengukur kepuasan rmasyarakat atau

keber hasi | an suatu | ayanan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data | aporan hasil survey kepuasaan dari mnasi ng-
masi ng SKPD.

2) Tul i skan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang

t er sedi a.
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PETUNJUK PENG SI AN PENYELENGGARA URUSAN WAJI B DAN URUSAN

Pl

LI HAN ASPEK TI NGKAT CAPAI AN KI NERJA UNTUK PEMERI NTAH
PROVI NSI

“Prosedur kerja untuk nenghitung capaian Kkinerja
di saji kan hanya sebagian urusan saja sedangkan
urusan |ainnya dapat nmencontoh pada prosedur Kkerja
yang ada, karena pada prinsipnya untuk nenghitung
capai an kinerja setiap indikator Kkinerja nenggunakan
prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDI DI KAN
a. Pendi di kan Luar Biasa (PLB) jenjang SD)M, SMP/ MIs, dan
SMA/ SMK/ VA

Prosedur Kerj a:

a. Dapatkan data junm ah siswa penyandang ketunaan yang

ber sekol ah di tingkat SD)M, SMP/ MIs, dan SMAV SWK/ VA
dari Daft ar atau Laporan yang terdapat pada D nas
Pendi di kan

. Dapatkan pula data jum ah penduduk penyandang ket unaan

di usia SDOM, SMP/ MIs, dan SMA SMK/ VA

c. Isikan data tersebut pada runus yang ada

. Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

b. Penbi naan Guru jenjang SD/M, SMP/ MIs, dan SMA/ SMK/ VA
Prosedur Kerj a:
a. Dapatkan data jum ah Guru jenjang SD/IM, SMP/ MIs, dan

C.

SMA/ SMK/ VA yang tel ah nmenmenuhi kual i fikasi dan
Konpet ensi  dari Daft ar atau Laporan yang terdapat
pada Di nas Pendi di kan

Dapat kan pula data jum ah guru jenjang SD/M, SMP/ Ms,
dan SMA/ SWK/ MVA

| si kan data tersebut pada runus yang ada
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d. Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya
c. Fasilitasi dan Asi st ensi Pengel ol aan Penjam nan Mitu
Pendi di kan
Prosedur Kerj a:
a. Dapat kan data nengenai peta penjam nan nutu pendi di kan
dari Di nas Pendi di kan

b. Bila ada isi kan pada pada kol om capai an kinerja

2. URUSAN KESEHATAN
Capaian kinerja untuk provinsi vyang terdiri dari 8 IKK
di hasi | kan dari agr egasi t er hadap capai an ki nerja
kabupat en/ kota yang berada di wi | ayah  provinsi yang
ber sangkut an.
Cont oh: Pada suatu Provinsi terdapat 3 kabupaten dan 1 kot a,
dengan dem kian jum ah penda di provinsi tersebut adalah 4
penda. Capaian kinerja A nmasing-nmasing penda adalah 70%
80% 60% dan 70%
Dengan dem ki an per hi tungannya:

Capai an kinerja A Provinsi = 70% + 80% + 60% + 70%
4
= 280% = 70%
4

Untuk 7 capaian kinerja lainnya diberlakukan runus
seperti di atas.

3. URUSAN LI NGKUNGAN HI DUP
a. Pencemaran Udar a
Prosedur Kerj a:
a. Dapatkan data nengenai Jumiah kab dan kota yang
di pantau nutu udara anbient-nya di kawasan pernuki nan
atau industri dari Dinas Lingkungan Hidup atau
Bapedal da atau unit yang terkait.
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b. Dapat kan pula data nengenai jum ah kabupaten dan kota
yang berada pada Provinsi yang bersangkut an
c. Isikan data tersebut pada runus yang ada
d. Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

b. Keber si han
Prosedur Kerj a:
Capai an kinerja wuntuk |KK Kebersihan dihasilkan dari
agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang
ber ada di wi | ayah provi nsi yang ber sangkut an,
per hi tungannya |lihat cara perhitungan capaian Kkinerja
urusan kesehat an.

c. Tenpat penbuangan sanpah (TPS)
Capai an kinerja nenggunakan agregasi, per hi t ungannya
| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

d. Penegakan hukum | i ngkungan
Prosedur Kerj a:
Capai an kinerja wuntuk |KK Penegakan hukum Iingkungan
di hasil kan dari agr egasi terhadap capaian kinerja
kabupaten/ kota yang berada di wlayah provinsi yang
ber sangkut an, per hi tungannya |i hat cara perhitungan

capai an ki nerja urusan kesehat an.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
a. Jal an Provinsi Dal am Kondi si Bai k

Prosedur Kerj a:

a. Dapat kan data panjang jalan provinsi dalam kondi si bai k
dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan
harus nem liki kerataan pernukaan jalan yang nemadai
bagi kendaraan wuntuk dapat dilalui oleh kendaraan
dengan cepat, aman, nyaman, nem |l i ki drainase, nemliKi
ranbu-ranbu lalu lintas, dan nmemliki penerangan. Data
bersunber dari Dinas Pekerjaan Unum atau unit yang
terkait.
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b.

b. Dapatkan pula data panjang seluruh jalan provinsi di
provi nsi tersebut

c. Isikan data tersebut pada runus yang ada

d. Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

Rumah Tangga Per Sanit asi

Capai an kinerja nenggunakan agregasi, per hi t ungannya

| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

Kawasan Kunuh

Capai an kinerja nenggunakan agregasi, per hi t ungannya

| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

5. URUSAN TATA RUANG

a.

Rasi o Ruang Terbuka Hijau

Prosedur Kerj a:

Capai an kinerja untuk |KK Kebersihan dihasilkan dari
agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang
ber ada di wi | ayah provi nsi yang ber sangkut an,
per hi tungannya |ihat cara perhitungan capaian Kkinerja

urusan kesehat an.

6. URUSAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN

a.

Ter sedi anya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Prosedur Kerj a:

a. KK ini capaian kinerjanya diisi tidak nenggunakan
rumus persanman (pernyataan ‘“ada atau tidak ada, tepat
atau tidak tepat™);

b. Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama | KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capai an kinerja
| KK dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a.

c. Tulis hasil atau pernyataan capai an kinerja pada kol om
Capai an Ki nerj a.

Penj abaran Program RPJMD kedal am RKPD

Prosedur Kerj a:
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1) Dapatkan data nengenai Jumiah program RKPD tahun
ber kenaan dari D nas Bappeda atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai Jum ah program RPJMD yang
harus di | aksanakan tahun ber kenaan.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

7. URUSAN PERUMAHAN
Prosedur Kerja :
Capai an kinerja untuk |IKK rumah tangga pengguna air bersih
di hasi | kan dari agr egasi t er hadap capai an ki nerja
kabupat en/ kota yang berada di wi | ayah  provinsi yang
ber sangkut an, perhitungannya |ihat cara perhitungan capai an

ki nerja urusan kesehat an.

8. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA
Prosedur Kerja :
Capai an kinerja untuk Lapangan ol ahraga dihasilkan dar
agregasi terhadap capai an ki nerja kabupaten/ kota yang berada
di w layah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya |i hat

cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

9. URUSAN PENANANAN MODAL

Kenai kan/ penurunan Nl ai Realisasi PMDN

Prosedur Kerja :

a. Dapatkan data kenai kan/penurunan nilai realisasi PMDN
tahun 2015 dalam mlyar rupiah dari Dinas Penanaman
Modal , PTSP atau unit yang terkait.

b. Dapatkan pula data kenaikan/penurunan nilai realisasi
PMDN tahun 2014 dalam mlyar rupiah dari Di nas Penananman
Modal , PTSP atau unit yang terkait.

c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
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10.

11.

12.

d. Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SI PI L

Ket er sedi aan dat abase kependudukan skal a provi nsi

Prosedur Kerj a:

a. KK ini capaian kinerjanya diisi tidak nenggunakan runus
per samaan (pernyataan “ada atau tidak ada, tepat atau
tidak tepat”);

b. Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama | KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja
| KK dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a.

c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kol om

Capai an Ki nerj a.

URUSAN KETAHANAN PANGAN

Regul asi Ket ahanan Pangan

Prosedur Kerj a:

a. KK ini capaian kinerjanya diisi tidak nenggunakan runus
persamaan nel ai nkan pernyataan (“ada atau tidak ada,
tepat atau tidak tepat™);

b. Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama | KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja
| KK dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a.

c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kol om

Capai an Ki nerj a.

URUSAN KOMUNI KASI DAN | NFORVATI KA

1. Wb site mlik penerintah daerah
Prosedur Kerj a:
Tulis jenis dan nama website mlii penerintah daerah pada
kol om Capai an Ki nerj a.

2. Paner an/ expo

Prosedur pengisian :
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1) Dapat kan data jum ah kegiatan politik selama tahun 2015
di Kantor Kesbangli nnas.

2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan juniah
kegi at an penbi naan politik daerah dal am satuan kal i

13. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
a. Kegi at an penbi naan politik daerah
Prosedur pengisian :
1) Dapat kan data junm ah kegiatan politik selama tahun 2015
di Kantor Kesbangli nnas.
2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumnlah
kegi at an penbi naan politik daerah dal am satuan kal i
b. Kegi at an penbi naan terhadap LSM O mas dan OKP
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah kegiatan penbinaan terhadap
LSM Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor
Kesbangl i nnmas.
2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan jumnl ah
kegi atan penbi naan terhadap LSM O mas, dan OKP
dal am sat uan kal i

14. URUSAN OTONOM DAERAH
a. Sistimlnfornmasi Mnaj enen Penda

Prosedur Pengi sian :

1) Dapatkan data jum ah sisteminformsi manaj enen Penda
yang diinpl enentasi kan di Penda nelalui sekretariat
daer ah dan BPKD

2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jun ah
si stem i nf or masi manaj emen penda yang
di npl enent asi kan di penda dal am sat uan buah.

b. Tapal Batas

Prosedur Pengi sian :

1) Dapatkan data jum ah pernasal ahan perbatasan antar
kabupat en/ kot a yang di sel esai kan.

31



2) Dapatkan pula jum ah pernmasal ahan
kabupat en/ kot a yang di | apor kan.
3) Isikan butir 1) dan 2) pada runus.

15. URUSAN SOSI AL
a. Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti rehabilitasi.
Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data junl ah sarana sosi al

per bat asan antar

panti jonpo dan

Di nas Sosi al .

2) Masukan jum ah sarana sosial kolom capain kinerja

dal am sat uan buah.
b. PMKS yang nenperol eh bantuan sosi a

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah penyandang masal ah kesej aht er aan

sosial (PMKS) vyang seharusnya nenperoleh bantuan

sosial dan data PMKS yang telah nenperol eh bantuan

sosi al di Dinas Sosial .

2) Isikan hasil perhitungan | KK dengan nenggunakan runus

yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

16. URUSAN BUDAYA

a. Penyel enggaraan festival seni dan budaya

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data juniah penyel enggaraan seni dan budaya

sel ama t ahun 2015 di Di nas Pariw sat a.

2) Isikan hasil perhitungan | KK dengan nenggunakan rumnus

yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

b. Sarana penyel enggaraan seni dan budaya

Pr osedur pengisian :
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1) Dapat kan data jum ah sarana penyel enggaraanseni dan

budaya di Di nas Pariw sat a.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan

runmus yang ada.

3) Masukan hasi| perhitungan pada kol om capai n kinerja

dal am sat uan %

17. URUSAN STATI STI K

a. Penyusunan buku ”Provinsi dalam angka”

Prosedur Pengi sian :

1)

2)

Dapatkan buku “Provinsi dalam angka” tahun 2015 di
Kantor Statistik atau Bappeda.

Masukan ke kol om capain kinerja, apabila penda telah
memiliki buku “Provinsi dalam angka” tahun 2015

isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak™.

b. Penyusunan buku ”’PDRB Provinsi”

Prosedur Pengi sian :

1)

2)

Dapat kan buku PDRB Provinsi tahun 2015 di Kantor
Statistik atau Bappeda.

Masukan ke kol om capain kinerja, apabila penda telah
mem | i ki buku PDRB Provinsi dalam angka tahun 2015
isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak™.

18. URUSAN KEARSI PAN

a. Pengel ol aan arsi p secara baku

Prosedur pengisian :

1)

2)

3)

Dapat kan data jumah SKPD dan jumlah SKPD vyang
mener apkan pengel olaan arsip secara baku di Kantor
arsi p daer ah.
| si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.
Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja
dal am satuan %

33



b. Peni ngkat an SDM pengel ol a kear si pan
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jumlah kegiatan penbinaan kepada
pet ugas pengel ol a pengarsi pan di Kantor arsip daerabh.
2) Isikan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

19. URUSAN PERPUSTAKAAN
a. Kol eksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah kol eksi judul buku dan kol eksi
jum ah buku di perpustakaan daer ah.
2) Isikan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja
dal am sat uan %
b. Pengunj ung per pust akaan
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah pengunjung perpustakaan sel ama
tahun 2015 dan jum ah populasi orang yang harus
di l ayani di perpustakaan daer ah.
2) Isikan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

URUSAN PI LI HAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERI KANAN
a. Produksi perikanan
Capai an kinerja menggunakan aggregasi, perhitungannya
| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.
b. Ekspor hasil perikanan
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Capai an kinerja nenggunakan aggregasi, perhitungannya
| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

c. Konsunsi ikan
Capai an kinerja nenggunakan aggregasi, perhitungannya

| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

2. URUSAN PERTANI AN
a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama | okal I ainnya
per hektar
Capai an kinerja menggunakan aggregasi, perhitungannya
| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.
b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanian di Kantor StatistiKk.
2) Isikan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.
3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

3. URUSAN KEHUTANAN
a. Rehabilitasi hutan dan | ahan kritis

Prosedur pengi si an

1) Dapatkan data total |ahan kritis dan |ahan kritis yang
berhasi| direhabilitasi di D nas Kehutanan.

2) Isikan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

b. Kerusakan Kawasan Hut an
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data |uas kawasan hutan dan |uas kerusakan
kawasan hutan di D nas Kehut anan.
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2)

3)

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada .
Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

4. URUSAN ENERG DAN SDM

a. Pertanbangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data luas area penanbangan dan |uas
penanbangan liar yang diterti bkan di Di nas
Per t anbangan dan Energi .

I si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada .

Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

b. Kontri busi sektor pertanbangan terhadap PDRB.

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanbangan di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada .

Masukan hasil perhitungan pada kol om capain kinerja

dal am sat uan %

5. URUSAN PARI W SATA

a. Kunjungan w sat a

Capai an kinerja nenggunakan aggregasi, perhitungannya

| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

b. Kontribusi sektor pariw sata terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB

khusus sektor pariw sata di Kantor Statistik.

36



2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada .
3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

6. URUSAN | NDUSTRI
a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor industri di Kantor Statistik.

2) Isikan data pada perhitungan |1KK dengan nenggunakan
runmus yang ada .

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

b. Pertunbuhan industri secara kesel uruhan.
Capai an kinerja menggunakan aggregasi, perhitungannya

| i hat cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.

7. URUSAN PERDAGANGAN
a. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.

2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada .

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

b. Ekspor bersi h perdagangan
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi

i mpor (Rp) di Kantor Statistik atau Di nas Perdagangan.
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2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada .
3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja

dal am sat uan %

8. URUSAN TRANSM GRASI
Transm gran swakar sa
Capai an ki nerja nenggunakan aggregasi, perhitungannya i hat

cara perhitungan capai an ki nerja urusan kesehat an.
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PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PENGAMBI L KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH KABUPATEN

1. Keberadaan PERDA | MB

Peri zinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemlik

bangunan untuk nenbangun baru, mengubabh, menper | uas,

mengur angi , dan/ at au mer awat bangunan sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
ber | aku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Penerintah daerah nel akukan

pengawasan terhadap pel aksanaan penerapan peraturan daerah di

bi dang bangunan gedung nelalui nekanisnme penerbitan izin

nmendi ri kan bangunan gedung dan sertifikasi kel aikan fungs
bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan
penbongkar an bangunan gedung. "

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah |ainnya yang
mengat ur perizinan tentang izin nmendirikan bangunan (bukan
perda yang nengatur biaya atau restribusinya).

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasi o Rumah ber-1MB

Per bandi ngan jum ah seluruh rumah yang nmemliki |MB dengan

jum ah total seluruh rumah di w |l ayah kabupaten dari tahun

penbent ukan daerah sanpai dengan 31 Desenber 2015.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah rumah ber |IMB sd. akhir tahun (31
Desenber 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Urum
Perumahan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh rumah sd. akhir tahun
penyusunan LPPD.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada
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4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan PERDA RTRW

Aspek yang dinilai nengenai ketentranman dan ketertiban unmum

daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang

sebagai mana di amanat kan dal am Undang- undang no. 26 tahun 2007

t ent ang Penat aan Ruang.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang keterti ban penataan ruang.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

Pengurusan E- KTP

Dal am rangka nenindaklanjuti Peraturan Presiden Nonmor 67

Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nonor |nduk

Kependudukan dan Pernendagri Nonor 10 Tahun 2011 tentang

Penerti ban Dokunen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data Jum ah penduduk yang sudah terekam dal am E-
KTP pada D nas kependudukan dan catatan sipil atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk yang wajib ber-KTP
sanpai akhir tahun (31 Desenber 2015).

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bi aya KTP

Ber dasar kan Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2006 tentang

Adm ni strasi Kependudukan Pada Pasal 79A ber bunyi :
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“Pengurusan dan penerbitan Dokunen Kependudukan tidak

dipungut biaya™.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur Pengurusan dan penerbitan Dokunen Kependudukan
ti dak di pungut bi aya.

2) Sebut kan | egal formal nya.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Rasi o Personi| SatpoL PP Terhadap Jum ah Penduduk.
Jum ah Satuan Polisi Panong Praja yang sudah di angkat nenj adi
PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyel enggara
ket erti ban unmum dan kententeranman nasyarakat di |uar tenaga
adm ni strasi/kesekretari at an.
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan
LPPD pada Kantor Polisi Panongpraja atau instansi terkait.
2) Dapatkan pula data jum ah penduduk sanpai akhir tahun
penyusunan LPPD.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Aspek yang dinilai nengenai ketentraman dan ketertiban unmum

daerah terkait Kebijakan bi dang penanganan PSK, PKL, at au PMKS.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang PSK, PKL, atau PMKS.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.
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8.

10.

Keber adaan peraturan tentang kebersi han Kabupat en.

Aspek yang dinilai nengenai ketentraman dan ketertiban unmum

daerah terkait Kebijakan bi dang kebersi han Kabupat en.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang kebersi han Kabupat en.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

Ket epat an wakt u penyanpai an LPPD ber dasarkan PP Nonor 3 tahun

2007.

Laporan atas penyel enggaraan penerintahan daerah selama 1

(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Penbangunan

Daerah (RKPD) yang disanpai kan oleh kepala daerah kepada

Penerintah setiap tahun paling | anbat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan tanda terima penyanpaian LPPD Kabupaten /Kota
dari Biro Penerintah Setda Provinsi.

2) Tul i skan tanggal penyanpai an LPPD sesuai tanda terim

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpai an LPPD

Ket epat an waktu penyanpai an Laporan Keuangan dan Laporan
ki nerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pel aporan Keuangan Dan
Ki nerja I nstansi Penerintah.
Laporan Keuangan adal ah bent uk pertanggungj awaban pengel ol aan
keuangan Negara/ daerah (APBN APBD) selana suatu periode,
di sanpai kan sel anbat -1 anbatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan
(CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut
di sanpai kan ol eh kepal a daerah kepada Penerintah setiap tahun
pal i ng | anbat tanggal 31 Maret.
Prosedur pengi si an:
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11.

12.

13.

1) Dapat kan tanda terim penyanpai an Lapkeu dari Kenenterian
Keuangan.

2) Dapatkan tanda terima penyanpaian Lakip dari Kenenterian
PAN dan Refornmasi Birokrasi.

3) Tul i skan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

4) I si kan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpaian LPPD

sesuai tanda terinma.

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang

di terbi t kan ol eh Peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data masing-masing indi kator SPM yang tertuang
dal am program per urusan yang sudah diterapkan SPWhya dal am
RKA SKPD atau DPA SKPD tahun 2015 sebagai elenen data
pengi si an | KK tersebut.

2) I si kan urusan yang sudah diterapkan SPWhya ol eh Penerintah

Kaupat en/ Kot a.

Kerj asama Dengan Daerah Lain

Kesepakat an antara gubernur dengan gubernur atau gubernur

dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan

bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali
kota, yang di buat secara tertulis serta neninbul kan hak dan
kewaj i ban.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah MU atau kerjasama antar daerah yang
masi h  berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda
Peneri nt ah Kabupat en/ Kot a.

2) Tul i skan Judul , Nonmor berserta tanggal MU.

Kesesuai an Prioritas Penbangunan

Si nkroni sasi  kebi jakan penerintah daerah dengan kebijakan

penerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Penerintah
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14.

15.

(RKP)dengan nenperhati kan sasaran utama dan Prioritas

Penbangunan Nasi onal . Sasaran utama dan Prioritas Penbangunan

Nasi onal dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Neger

tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap

t ahun di kel uarkan ol eh Kenenteri an Dal am Negeri .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junmlah prioritas penbangunan daerah dari
Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Urusan waj i b yang di sel enggar akan daer ah.

Pel aksanaan Urusan wajib dan wurusan pilihan diatur dalam

Peraturan Penerintah Nonor 38 Tahun 2007 Penbagi an Urusan

Pener i nt ahan Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah wurusan wajib yang dilaksanakan
pereri ntah daerah Sesuai kan dengan dokunen perencanaan dan
penganggaran pada APBD tahun 2015. Data berasal dar
Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Wakt u penet apan Perda APBD 2015.
Penet apan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepal a daerah tentang penjabaran APBD sebagai mana

di maksud pasal 116 ayat (1) Pernendagri 37 Tahun 2014 tentang
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16.

17.

Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dil akukan paling | anbat

tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya’.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada
| anpi ran pengesahan Perda APBD di mnaksud.

2) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal penetapan Perda
APBD.

Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

ber dasar kan Peraturan Penerintah Nonor 58 tahun 2005 tentang

Pengel ol aan Keuangan Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda tentang pengel ol aan keuangan daer ah.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada atau Tidak ada” pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau
peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

Bel anj a Unt uk Pel ayanan Dasar

Bel anja Pel ayanan dasar didapatkan dari total belanja per

urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar

unt uk urusan pendi di kan di anbil dari senua bel anja pendi di kan
yang ada di sel uruh SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
di audit ol eh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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18.

19.

Bel anj a Untuk Urusan Pendi di kan Dan Kesehat an

Dal am r angka peni ngkat an bi dang pendi di kan, penerintah daerah

secara konsisten dan berkesi nanbungan harus nengal okasi kan

anggaran fungsi pendi di kan sekurang- kurangnya 20% (dua pul uh
persen) dari bel anja daer ah, sesuai amanat per at ur an
per undangundangan, ternmasuk dana BOS yang bersunber dari APBD
dan Dal am rangka peningkatan bidang kesehatan, penerintah
daer ah secara konsi st en dan ber kesi nanbungan har us
nmengal okasi kan anggaran kesehatan ni ni nmal 10% (sepul uh
persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai anmanat

Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang

Kesehat an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan
pendi di kan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

2) I si kan data tersebut pada runus yang ada.

3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah
tersedi a.

Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah |ainnya yang

mengat ur Standar Pel ayanan Publik sesuai dengan peraturan

per undang- undangan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur St andar Pel ayanan Publi k.

2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

20. Rasi o PNS terhadap penduduk
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21.

Per bandi ngan antara jum ah PNS terhadap jum ah penduduk dal am

suatu wi | ayah provinsi. |deal nya persentase jumnm ah PNS adal ah

dua atau tiga persen dari jum ah penduduk. Hal tersebut

di mksudkan agar terdapat keseinbangan antara beban Kkerja

dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab

nmel aksanakannya. Di sanpi ng variabel jum ah penduduk, faktor

luas wlayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN APDB

turut nenjadi pertinbangan dal am nmenentukan jum ah PNS yang

i deal .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah PNS s.d 31 Desenber 2015 dari BKD
atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah Penduduk s.d 31 Desenber tahun
2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Si stem I nformasi Kepegawai an

Apl i kasi berbasis database yang digunakan untuk nenunjang

proses admnistrasi kepegawai an di |ingkungan penerintah

daerah yang bertujuan untuk nenbuat nmanajenen sunber daya
manusia nenjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan
cara menberi kan pot r et kondi si kepegawai an terakhir

sebagai mana di amanat kan dal am Kepnendagri Nonor 17 tahun 2000

tentang Sistem I nfornmasi Manaj enen Kepegawai an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan Sistem Kepegawai an yang
di | aksanakan penerintah daerah dari Badan Kepegawai an
Daer ah.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom yang

t er sedi a.

22. Junl ah Penbent ukan SKPD ber dasar kan PP 41/ 2007
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23.

24.

Per angkat Daer ah di bent uk ol eh masi ng- masi ng Daer ah
ber dasar kan perti nbangan kar akteristik, pot ensi , dan
kebut uhan Daerah. O ganisasi Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah setenpat dengan berpedoman kepada
Peraturan Peneri nt ah. Pengendal i an  or gani sasi per angkat
daerah dil akukan ol eh Penerintah Pusat untuk Provinsi dan
ol eh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Per at uran Peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
2)Isikan dan rinci jum ah per SKPD data tersebut pada kol om

yang sudah tersedia.

Jum ah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015

Produk Hukum Daer ah berdasarkan Pernmendagri No 16 Tahun 2006

sebagai mana tel ah di ubah nenjadi pernendagri NO. 1 tahun 2014

tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan

daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka

pengat uran penyel enggar aan peneri ntahan daerah (Pasal 1 angka

2). Produk Hukum Daerah diterbitkan ol eh kepal a daerah dal am

pengat uran atau regul asi penyel enggaraan peneri ntahan daer ah,

yang tel ah nendapat persetujuan DPRD

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Perda yang ditetapkan dalam tahun
2015 dari Biro Hukum Setda Penerintah Provinsi.

2) Tul i skan nonor dan tanggal perda yang ditetapkan.

Junml ah Raperda yang di setujui DPRD tahun 2015
Mengacu ayat (2) Pasal 14 Pernendagri No. 1 Tahun 2014
tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasi
penyusunan Prolegda antara penerintah daerah dan DPRD
di sepakati nenjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat
pari pur na DPRD
Prosedur pengi si an:
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25.

26.

1) Dapatkan data juml ah Raperda yang disetujui DPRD tahun
2015 dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau i nstansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah rancangan perda-perda vyang
di usul kan dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keput usan DPRD yang diti ndakl anj uti

Ef ektivitas proses penganbilan keputusan ol eh DPRD beserta

ti ndak | anjut pel aksanaan keput usan.

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data jum ah Keputusan yang di kel uarkan DPRD yang
di ti ndakl anjuti ol eh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

2) Dapat kan pula data jum ah Keputusan yang di kel uarkan DPRD
pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keput usan Bupati yang ditindakl anjuti

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas proses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Keputusan Bupati yang ditindakl anj uti
pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretariat Dewan atau

instansi terkait.
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27.

28.

2) Dapat kan pul a data jum ah Keput usan Bupat i yang
di kel uar kan pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Per at uran Bupati yang diti ndakl anjuti.

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas proses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Peraturan Bupati yang ditindakl anjuti
pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretariat Dewan atau
instansi terkait.

2) Dapat kan pula data jum ah Per at ur an Bupat i yang
di kel uar kan pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Jum ah PERDA yang di bat al kan

Prosedur penbatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Penbentukan

Produk Hukum Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai perda-perda yang dibatal kan dari
Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirinkan untuk
di eval uasi dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.
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30.

31.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan PERDA/ Perbup terkait dengan konsultasi publik

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara

peneri ntahan daerah dengan nmsyar akat atas penetapan

kebi j akan publik yang strategis dan rel evan untuk daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah |ainnya yang
mengat ur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan
kebi j akan daer ah.

2) Sebut kan | egal formal nya.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Adanya nedia informasi penda yang dapat diakses ol eh publik

(website, kotak pos, |eaflet/brosur).

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan medi a I nf or masi yang
di | aksanakan penerintah daerah dan tel ah ditetapkan dengan
Perda adatu Peraturan Bupati dari Dinas Konunikasi dan
Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.

2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom vyang
tersedi a.

Dana peri nbangan yang terserap di bandi ng yang di rencanakan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi Dana perinbangan dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pul a anggaran dana perinbangan (realisasi) dalam

Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban

51



32.

33.

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anja Publi k terhadap Dana Al okasi Urum

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data total realisasi belanja [|angsung dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Urum dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi total belanja |angsung dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.
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35.

36.

Besaran PAD terhadap sel uruh pendapat an dal am APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (reali sasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Opi ni BPK terhadap Laporan Keuangan Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan kesi npul an hasil peneriksa BPK nengenai tingkat
kewaj aran informasi yang disajikan dalam | aporan keuangan
daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula kesinmpulan hasil peneriksa BPK nengena
ti ngkat kewajaran informasi yang disajikan dalam |aporan
keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau
instansi terkait.

3) I'si kan data tersebut pada kol om yang ada.

SI LPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah SILPA dalam Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD
atau instansi terkait.
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37.

38.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (realisasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Real i sasi bel anja terhadap anggaran bel anj a

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Realisasi belanja APBD dal am Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pul a data total pendapatan dal am APBD (real i sasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Temuan BPK Rl yang diti ndakl anj uti

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Hasi| Rekonsi aliasi Rekonendasi/Tenmuan BPK dal am
LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepal a
Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti
penda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi
terkait.

2) Dapat kan pula jum ah sel uruh rekomendasi/tenuan BPK Rl per
31 Desenber 2015 dari |Inspektorat Provinsi atau instansi
terkait.
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39.

40.

41.

3)Isi kan data tersebut pada kol om yang ada.

Real i sasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau
instansi terkait.

2) Dapat kan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 -
2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Peni ngkat an Pendapat an Asli Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total PAD tahun 2015 dal am Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang tel ah diaudit ol eh BPK dari BPKAD at au i nstansi
terkait.

2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dal am LRA Laporan
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
di audit ol eh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Penghargaan dari penerintah yang diterima ol eh Penda dal am

tahun 2015.

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data jum ah Penghargaan yang diterim ol eh Penda
dari penerintah, data berasal dari Biro Hunas, protokol
Set da Penerintah Provinsi.
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42.

43.

2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterim pada
kol om LPPD.

Keber adaan E- procurenent

Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penerintah yang dil akukan

dengan penanfaat an teknol ogi informasi yang dil aksanakan ol eh

peneri ntah daerah dal am rangka percepat an pel aksanaan bel anj a

Negara guna percepatan pel aksanaan penbangunan. Pel aksanaan

pengadaan barang dan jasa atau E-Procurenent di |[|ingkungan

peneri ntah daerah ditetapkan nel al ui peraturan daerah.

Pr osedur pengisian :

1) Dapat kan f ot okopi per at ur an daer ah yang mengat ur
pel aksanaan pengadaan barang dan Jasa.

2) KK ini capaian kinerjanya diisi tidak nmenggunakan runus
per samaan nel ai nkan pernyataan “ada atau tidak ada™).

3) Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama |KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja |IKK
dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a;

4) Tulis hasil atau pernyataan capaian Kkinerja pada kolom
Capai an Ki nerj a.

Jum ah persetujuan investasi

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data juni ah i zin I nvest asi (nil ai i zin
i nvestasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan
Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.

2) I si kan data tersebut pada kol om yang ada.
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PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PELAKSANA KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH KABUPATEN

Jum ah Program Nasi onal yg dil aksanakan ol eh SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program nasi onal per urusan yg dil aksanakan
oleh nmasing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015
sebagai mana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Permerintah Tahun 2015.

2) Dapatkan pula data jum ah program nasional per urusan
yang sudah ditetapkan Penerintah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan Kkebijakan
teknis yang ditetapkan oleh penerintah cq Kenenterian/
LPNK dari masi ng- masi ng SKPD.

2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.

3) Tul i skan Judul SOP pada kol om yang tersedia.

Jum ah PERDA pel aksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus

di | aksanakan menurut PERMEN

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data Perda-Perda yg dil aksanakan ol eh masing-
masi ng SKPD per wurusan berdasarkan Peraturan Menteri
terkait.

2) Dapat kan pula jum ah Sel uruh Peraturan Menteri per urusan
yang sudah ditetapkan ol eh Kenenteri an/ Lenbaga.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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4. Rasio struktur jabatan dan esel onering yang terisi

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data junmlah jabatan yang ada (yang diisi) per
urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif
maka j abatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsi onal dal am struktur organi sasi SKPD
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut
Kepangkat an ( DUK)
2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.
3) Tuliskan nama jabatan fungsi onal pada kolom yang
tersedi a.

6. Rasi o PNS Kabupat en

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah PNS per wurusan pada Daftar Urut
Kepangkat an (DUK) SKPD at au data kepegawai an BKD

2) Dapatkan pula data jumah total seluruh PNS per 31
Desenber 2015 dari SKPD atau BKD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

7. Pejabat yang tel ah nmenmenuhi persyaratan pendi di kan pel ati han
kepem nmpi nan
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Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi syar at
di kl at pi m per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) nmasing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak
definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebih dari satu urusan

maka kepal a dinas tetap dihitung satu.

Pej abat yang tel ah nmenenuhi persyaratan kepangkat an.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi kepangkatan
per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif

maka j abatan tersebut tidak dihitung)
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10.

11.

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan |ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

Keber adaan dokunen per encanaan penbangunan di SKPD

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data dokunen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD.
RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masi ng- masi ng SKPD

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Jum ah Program RKPD yang di akonodir dal am RENJA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program RKPD per wurusan yang diakonodir
dal am RENJA SKPD,

2) Dapat kan pula data jum ah sel uruh program RKPD per urusan
dal am RENJA SKPD yang dit et apkan pada RPJMD.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Jum ah Program RENJA RKPD yang di akonodi r dal am RKA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am RKA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam RKA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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12.

13.

14.

Jum ah Program RENJA SKPD di akonodi r dal am DPA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am DPA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam DPA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Anggaran SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total anggaran SKPD dal am Laporan Real i sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD vyang
ber sangkut an.

2) Dapat kan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda
atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Modal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi belanja nodal dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Lapor an Per t anggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.
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15.

16.

17.

Total Belanja peneliharaan dari total belanja barang dan

j asa.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan |asa
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Bel anja peneliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keber adaan | aporan keuangan SKPD ( Neraca, LRA, Calk).
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data | aporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)
dari masi ng- masi ng SKPD
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18.

19.

20.

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang
t ersedi a.

Adanya | nventaris Barang atau Asset SKPD

I nventarisasi adal ah kegiatan untuk nelakukan pendataan,

pencat atan, dan pelaporan hasil pendataan barang mlik

daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dil akukan

dal am rangka penyusunan ner aca.

Dal am  akunt ansi, t er msuk dal am St andar Akunt ansi

Peneri ntahan (SAP) yang di atur dengan PP No. 24/ 2005, istilah

barang di sebut aset. Dalam pel aporan barang di Neraca ol eh

SKPD dan Penda, istilah barang diganti dengan aset, yang

terbagi ke dal am aset |ancar, aset tetap, dan aset |ainnya.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data hasil inventarisasi barang/asset SKPD yang
di | akukan paling |anbat 5 tahun sekali.

2)Isikan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Junm ah Asset yang tidak di gunakan.

Asset yang tidak di gunakan adal ah asset yang dal am kondi si

bai k tapi tidak di manfaat kan untuk operasi onal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data asset yang tidak digunakan per wurusan dari
masi ng- masi ng SKPD dal am sat uan rupi ah.

2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan
rupi ah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Jum ah fasilitas / prasarana infornasi.

Prosedur pengi si an:
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21.

1) Dapatkan data terkait kepemlikan fasilitas / prasarana
i nformasi .

2)Isikan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang
tersedi a.

Keber adaan Survey Kepuasan Masyar akat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dinmaksud adalah survey

kepuasaan terhadap suatu |ayanan kepada masyarakat yang

di | aksanakan ol eh penyel enggara |ayanan (SKPD) dengan atau

ti dak nelibat kan pi hak akadem si, Lenbaga Swadaya Masyar akat

yang berguna untuk rmengukur kepuasan rmasyarakat atau

keber hasi | an suatu | ayanan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data | aporan hasil survey kepuasaan dari mnasi ng-
masi ng SKPD.

2) Tul i skan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang

t er sedi a.
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PETUNJUK PENG SI AN PENYELENGGARA URUSAN WAJI B DAN URUSAN
Pl LI HAN ASPEK TI NGKAT CAPAI AN Kl NERJA
UNTUK PEMERI NTAH KABUPATEN

“Prosedur pengisian untuk nenghitung capaian Kkinerja
di saji kan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan
| ai nnya dapat nencont oh pada prosedur pengi sian yang ada,
karena pada prinsipnya untuk nenghitung capai an kinerja

setiap indi kator kinerja nenggunakan prosedur yang sana”.

1. URUSAN PENDI DI KAN
a. Pendi di kan Anak Usia Dini (PAUD)

C.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junm ah siswa pada jenjang TK/ RA/ Peniti pan
Anak dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada
Di nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data junm ah anak usia 4 — 6 tahun

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun nel ek huruf

(but a aksara)

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat
baca tulis dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat
pada Di nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk usia 15 tahun ke
at as

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Mrni (APK/ APM

SD/ M / Paket A; SWP/ MIs/ Paket B; SMA/ SMK/ MA/ Paket C

Prosedur pengi si an:
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f.

1) Dapatkan data jum ah siswa usia 7-12 tahun di jenjang
SD/ M / Paket A, SMP/ MIs/ Paket B; SMA/ SMK/ MA/ Paket C dari
Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada D nas
Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jun ah penduduk kel onmpok usia 7-12
t ahun

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/M, SMP/ MIs, dan

SMA/ SMK/ VA

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah siswa putus sekol ah pada tingkat
dan jenjang SD)M, SMP/ MIs, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar
atau Laporan yang terdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah siswa pada tingkat yang sana
dan jenjang SD)M, SMP/ MIs, dan SMA SMK/ MA pada tahun
aj aran sebel umya

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Angka Kelulusan (AK) jenjang SD'M, SMP/ MT's, dan

SMA/ SMK/ VA

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumiah Jlulusan pada jenjang SD'M,
SWMP/ MI's, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar atau Laporan yang
t erdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SD/M, SWMP/ MIs, dan SMAN SWK/ MA tahun ajaran
sebel umya

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

Angka Mel anjutkan (AM jenjang SD)M dan SMP/ MI's
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Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junml ah siswa baru tingkat | pada jenjang
SWMP/ Ml's, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar atau Laporan yang
t erdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah lulusan pada jenjang SD'M
dan SMP/ MI's, tahun ajaran sebel umya

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

g. Guru yang nenenuhi kualifikasi S1/D 1V
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan data jum ah guru berijazah kualifikasi S1/D 1V

dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada D nas
Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jumah guru SD/M, SM/ MIs, dan
SMA/ SMK/ VA

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada
4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

2. URUSAN KESEHATAN
a. Cakupan konplikasi kebi danan yang ditangani .

Definisi Operasional : |bu dengan konplikasi kebi danan di

satu wi |l ayah kerja pada kurun waktu tertentu yang nendapat

penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga
kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan
ruj ukan (Poli ndes, Puskesnas, Puskesnas PONED, Rumah

Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Sunber data berasal

dari SI MPUS, SIRS dan Laporan Audit WMaternal dan Perinat al

(AWVP) .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah konplikasi kebidanan yg nmendpt
penanganan difinitif di satu wlayah kerja pd kurun
waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit
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Mat ernal Perinatal (AMP) dan data | ai nnya yang terdapat
pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah ibu dgn konplikasi kebi danan
di satu wi | ayah kerja pada kurun waktu yg sama

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan pertol ongan persalinan ol eh tenaga kesehatan yang

mem | i ki konpet ensi kebi danan.

Def i ni si oper asi onal : I bu bersalin yang mendapat

pertol ongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

mem | i ki konpetensi kebidanan disatu w layah kerja pada
kurun waktu tertentu. Sunber data berasal dari SIMPUS dan

SIRS, tidak termasuk pelayanan yang dilakukan ol eh

swast a.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah ibu bersalin yg ditolong oleh
tenaga kesehatan di satu w layah kerja pd kurun waktu
tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data |ainnya yang
t erdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh sasaran i1ibu bersalin
di satu wilayah kerja dal am kurun waktu yg sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan Desal/ kel urahan Uni versal Child I mmunization
(uc).
Pengertian : UCI (Universal Child Inmmunization) adalah

tercapai nya imnunisasi dasar secara |engkap pada bayi (0O-
11 bul an), Ibu ham |, WJS dan anak sekol ah tingkat dasar.
Definisi operasional : Cakupan Desal/Kel urahan Universa
Child Imunization (UCI) adalah Desal/Kel urahan dimana =
80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
nmendapat i nmuni sasi dasar | engkap dal am waktu satu tahun.
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Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah desal/kelurahan UC dari data
SIMPUS, SIRS dan data | ainnya yang terdapat pada D nas
Kesehat an

2) Dapat kan pula data junm ah sel uruh desal/ kel urahan

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan Balita G zi Buruk nendapat perawatan

Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani

di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi

buruk di satu wlayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Sunber data R 1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W1 (laporan

wabah KLB), |aporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau

Rumah Sakit.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah balita gizi buruk nendapat
perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan
wiliyah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS
SIRS, laporan RL G zi, LB3, l|aporan gizi buruk dan data
| ai nnya yang terdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh balita gizi buruk
buruk yang ditenmukan di satu w | ayah kerja dal am waktu
yang sanma

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA.

Angka penenuan pasien baru TBC BTA positif atau Case

Detection Rate (CDR)adalah persentase jum ah penderita

baru TBC BTA positif yang ditenmukan dibandi ngkan dengan

jum ah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif

69



dalam w layah tertentu dalam waktu satu tahun. Sunber

data Pel aporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah penderita baru TBC BTA (+) yang
di temukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn
dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08, 11, Laporan
W2, Form pel acakan FP.1 dan data | ainnya yang terdapat
pada Di nas Kesehat an.

2) Dapatkan pula data jum ah perkiraan penderita baru TBC
BTA (+) dal am kurun wkt yang sanma

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Definisi operasional : Persentase penderita DBD yang

di tangani sesuai standar di satu wlayah dalam waktu 1

(satu) tahun dibandi ngkan dengan jum ah penderita DBD

yang ditenukan/dil aporkan dalam kurun waktu satu tahun

yang sanma. Sunber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS
dan KD-DBD (+)

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangan
sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data
SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pel acakan FP.1 dan data
| ai nnya yang terdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah penderita DBD yang ditenukan
di satu wi | ayah dal am kurun wkt yang sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien nasyarakat

m ski n.

Definisi Operasional: Junm ah kunjungan pasien nasyarakat

m skin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata
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pertama (puskesmas)di satu w layah kerja tertentu pada

kurun waktu tertentu.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah kunjungan pasien maskin di sarana
kesehatan Strata 1 dari data Laporan D nkes dan data
| ai nnya yang terdapat pada Di nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh maskin di Provinsi
ybs.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

h. Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berurmur 29 hari

s/d 11 bul an) yang nenperol eh pel ayanan kesehatan sesua

dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang

mem | i ki konpetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4

kal i di satu wi | ayah kerja pada kurun wakt u

tertentu. sunber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi),

SI RS dan kliniKk.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah kunj ungan bayi nmenper ol eh
pel ayanan kesehatan sesuai standar di satu wlayah
kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS,
dan data | ainnya yang terdapat pada D nas Kesehat an.

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh bayi [ahir hidup di
satu wi |l ayah kerja pd kurun waktu yang sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

3. URUSAN LI NGKUNGAN HI DUP
a. Penanganan sanpah
Kriteria adalah Penanganan sanpah dilakukan nel al ui
pem | ahan, pengunpul an, pengangkutan sanpah rumah tangga
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ke TPA secara berkala mnimal 2 (dua) kali sem nggu,

pengol ahan dan penrosesan akhir sanpah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai volune sanpah yang ditangan
dari Dinas Lingkungan H dup atau unit yang terkait.

2) Dapat kan pul a data nengenai vol une produksi sanpah dar
Di nas Li ngkungan Hi dup atau unit yang terkait.

3) Dapat kan juga data pengangkutan sanpah dari TPS ke TPA
dalam 1 hari (M).

4) | si kan data tersebut pada runus yang ada

5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

b. Keber si han

Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura

antara lain : pasar sudah nemliki sanitasi, nmemliKki

TPS, pengel onpokkan | os pedagang, dan terdapat saluran

dr ai nase.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai Jum ah  pasar tradi si ona
tergolong baik Dberdasarkan kriteria tergolong baik
sesuai dengan kriteria Adipura dari D nas Lingkungan
H dup, Di nas Pasar atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai Jum ah seluruh pasar
t radi si onal yang ber ada pada Kabupat en yang
ber sangkut an (nenghitung jum ah pasar tradisional dan
pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di
kecamat an) .

3) Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

c. Tenpat penbuangan sanpah (TPS)
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Jum ah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan

sanpah terhadap total jum ah penduduk
tersebut.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai jum ah daya

di kabupat en

tanpung Tenpat

Penbuangan Sanpah (TPS) dari Di nas Lingkungan H dup per

RT/ RW kecamat an atau Dinas yang nenbi dangi pengel ol aan

Per sanpahan

2) Dapat kan pul a data nengenai jum ah penduduk yang berada

pada kabupat en yang ber sangkut an.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runus tersebut dan isikan
ki nerj anya.

d. Penegakan hukum | i ngkungan

pada capai an

Penegakan kasus hukum aki bat adanya dugaan pencenmaran

dan/ at au pengr usakan | i ngkungan

hi dup yang

di ti ndakl anj uti . Peraturan Menteri Negara Li ngkungan
H dup Nonor 19 tahun 2008 tentang SPM Bi dang Lingkunagn

H dup daerah Provinsi dan Kabupat en/ Kot a.
Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai jum ah kasus |ingkungan yang

di tangani oleh D nas Lingkungan H dup atau atau unit

yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai junlah kasus |ingkungan

yang harus ditangani oleh D nas Lingkungan Hi dup atau

Bapedal da atau unit yang terkait
3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada
4) H tunglah runus tersebut dan isikan
ki nerj anya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
a. Panjang j al an kabupaten dal am kondi si bai k

Prosedur pengi si an:

pada capai an
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1) Dapat kan data panjang jalan kabupaten kondi si baik dan
sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus
mem | i ki kerataan pernukaan jalan yang nenmadai bagi
kendaraan wuntuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan
cepat, aman, nyanan, mnemliki drainase, nmemliki ranbu-
ranbu lalu lintas, dan nemliki penerangan. Data
bersunber dari Dinas Pekerjaan Unum atau unit yang
terkait.

2) Dapat kan pul a data panjang sel uruh jal an kabupat en.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

. Irigasi kabupaten dal am kondi si bai k.

1) Dapatkan data luas irigasi kabupaten kondisi baik dari
Di nas Peker j aan Urum atau uni t yang terkait.
Kriterianya adalah kenmanpuan jaringan untuk nenbawa
sejum ah air dari sunbernya ke petak-petak sawah sesuai
waktu dan tenpat berdasarkan rencana tanam yang tel ah
di t et apkan (data per kecamatan).

2) Dapatkan pula data |uas seluruh irigasi kabupaten

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Rumah Tangga Per Sanit asi

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang-

kur angnya nmenpunyai akses fasilitas air ber si h,

penmbuangan tinja, penbuangan air linbah (air bekas),

penmbuangan sanpah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai jum ah rumah tangga bersanit asi
dari Di nas Pekerjaan Urum atau unit yang terkait.

2) Dapat kan pul a data nmengenai jum ah seluruh rumah tangga
di kabupaten tersebut

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada
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4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya
d. Kawasan Kunuh

Kawasan kunuh adalah w layah yang nenpunyai kegi atan

utama (tenpat pernuki man, penusatan, distribusi pelayanan

sosial dan ekonom ) namun tidak sesuai dengan susunan
fungsi kawasan. kawasan kunuh di kel onpokkan berdasarkan
beberapa kriteria vyaitu kepadatan penduduk eksisting,
tata |etak bangunan, keadaan konstruksi, ventil asi
kepadat an bangunan, keadaan jalan, drainase, penmakaian
air bersih, penbuangan |[|inbah manusia, dan penbuangan
sanpabh.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai |uas kawasan kunuh di kabupaten
tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau
unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai luas wlayah di kabupaten
tersebut.

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

5. URUSAN TATA RUANG
Ruang terbuka hijau per satuan |luas w |ayah ber HPL/ HGB
Penyedi aan RTH yang dimli ki dan dikelola oleh Penerintah
Daer ah kabupat en yang di gunakan unt uk kepenti ngan
masyar akat secara unmum ditargetkan terpenuhi nya RTH Publ ik
sebesar 20% dari luas w |l ayah kabupaten. Kriteria nengacu
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/ M 2008
tentang Pedoman Penyedi aan dan Penanfaatan Ruang Terbuka
H jau di Kawasan Per kot aan.
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan pula data nengenai jumiah luas RTH yang
tersedia di kabupaten tersebut.
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2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar
20 persen dari luas w | ayah kabupaten tersebut).

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

6. URUSAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN
a. Tersedi anya Dokunmen Perencanaan : RPJPD

Pr osedur pengi si an:

1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak nenggunakan
runmus persanman tetapi pernyataan “ada atau tidak
ada™);

2) Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama | KK yang
akan diisi. Pastikan data dan infornmasi capaian kinerja
| KK dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a.

3) Tulis hasil atau pernyataan capai an ki nerja pada kol om
Capai an Kinerj a.

b. Penj abaran Program RPIJMD kedal am RKPD

Pr osedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai Jumiah program RKPD tahun
ber kenaan dari D nas Bappeda atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai Jum ah program RPJMD yang
harus di | aksanakan tahun berkenaan.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

7. URUSAN PERUMAHAN
a. Rumah tangga pengguna air bersih
Proporsi jum ah penduduk yang nendapatkan akses air
bersi h terhadap jum ah penduduk secara kesel uruhan.
Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk

keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan mnun) yang
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kual i tasnya nenenuhi syarat kesehatan dan dapat di m num
setel ah dinmasak yang dapat berasal dari sunber air
per nukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sunur
yang | okasi penanpungannya berjarak kurang |lebih 20
neter dari septic tank, dan air yang nmenmenuhi baku nutu

tertentu sebagai air baku untuk air m num

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai Junml ah rumah tangga pengguna
air bersih di kabupaten tersebut dari Di nas Perumahan
atau Di nas Pengelola Sunber Daya Air atau unit yang
terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah tangga d
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Li ngkungan penuki man kumnuh

Penuki man kunmuh adal ah penuki man yang tidak |ayak huni

karena keti dakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan

serta sarana dan prasarana yang tidak nemenuhi syarat.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai junmlah rumah tangga pengguna
air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan
atau Di nas Pengelola Sunber Daya Air atau unit yang
terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah tangga d
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya
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c. Rumah | ayak huni

Rumah | ayak huni adal ah r umah yang menmenuhi

kriterial persyaratan kesel amatan bangunan dan kecukupan

m ni mrum | uas bangunan serta kesehatan penghuni nya (ada

ventilasi, penerangan serta lantai yang terbuat dari

t anah) .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai jum ah rumah |ayak huni di
kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah di kabupaten
t ersebut .

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Cel anggang/balai remaja (selain mlik swasta)

Lokasi yang dipergunakan nasyarakat untuk nelaksanakan

aktivitas seni, tari, dsb vyang fasilitasnya mlik

pemneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai Junl ah gel anggang/ bal ai remaj a
di kabupaten tersebut dari D nas D spora atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data Jumah seluruh penduduk di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

9. URUSAN PENANAMAN MODAL
Kenai kan/ penurunan Nl ai Realisasi PMDN (m|yar rupiah)
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Prosedur pengi si an:

1)

2)

3)
4)

Dapat kan data nengenai nilai realisasi PMDN tahun 2015
di kabupaten tersebut dari D nas Penanaman Mbdal, PTSP
atau unit yang terkait.

Dapat kan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2014 di
kabupat en tersebut.

| si kan data tersebut pada runus yang ada.

H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

a.

Koperasi Aktif

Koperasi yang dalam dua tahun terakhir nengadakan RAT

(Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dal am tahun

t erakhi r nel akukan kegi at an usaha.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data nengenai koperasi aktif di kabupaten
tersebut dari D nas Penanaman Mddal, PTSP atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data nilai jum ah seluruh koperasi di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Sl PI L

a.

Kepem | i kan KTP

per bandi ngan penduduk yang telah wajib nmemliki KTP

terhadap penduduk wusia 17 tahun ke atas dan atau

sudah/ per nah neni kah

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah penduduk yang nemliki KTP di
kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau
unit yang terkait.
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2) Dapatkan pula data junmlah penduduk wajib KTP (>17
dan at au Pernah/sudah neni kah) di kabupaten tersebut.

1) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

2) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

b. Kepem |ikan akta kel ahiran per 1000 penduduk

Akta kel ahiran merupakan salah satu dokunen hasi

pencatatan sipil yang neregristrasi setiap kelahiran

sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib

di | aporkan ol eh penduduk kepada penerintah (instansi

pel aksana) di tenpat terjadinya peristiwa kelahiran

paling | anbat 60 hari sejak kel ahiran.

Defi nisi operasional nya adalah cakupan penduduk |[ahir

yang nenperol eh akta kel ahiran sebagai bentuk registrasi

kependudukan.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah penduduk yang nemliki Akta
Kel ahiran di kabupaten tersebut dari D nas/Bagian
Dukcapil, atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data jumah seluruh penduduk di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) nerupakan rasio
antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia
kerja (15-64 thn).
Angkat an kerja adal ah penduduk usia produktif yang sudah
menpunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerj aan.

Pr osedur pengisian :
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13.

1) Dapatkan data jumlah angkatan kerja di kabupat en
tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait
(sudah mem |i ki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk usia 15 s.d 64 tahun
di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

KETAHANAN PANGAN

Ket er sedi aan pangan adal ah tersedi annya pangan dari hasi
produksi dalam negeri dan/atau sunber |ain. Berfungsi
menj am n pasokan pangan untuk nenenuhi kebutuhan sel uruh

penduduk dari segi kauntitas, kualitas, keraganan dan

keamanannya. Jenis pangan utama Yyakni padi, | agung,
kel edai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ub
jalar.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data rata2 jum ah ketersedi aan pangan ut ama per
tahun (kg) di kabupaten tersebut dari D nas Ketahanan
Pangan/ Bul og atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data jumah penduduk di kabupat en
tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLI NDUNGAN ANAK

a. Partisipasi perenpuan di | enbaga penerintah
Prosedur pengisian :
1) Dapat kan data pekerja perenpuan di | enbaga penerintah
di kabupaten tersebut dari Di nas Penber dayaan

Per enpuan atau Di nas Ket enagakerj aan.
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2) Dapat kan pula data Jum ah pekerja perenpuan (PNS dan
Non PNS/ Swasta) di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

15. URUSAN KB & KS

a.

Proporsi antara jum ah peserta KB aktif terhadap jum ah

pasangan usia subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suam istri yang

usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kenudi an di bagi

menjadi 3 (tiga ) kel ompok yakni; di bawah usia 20 tahun,

antara 20 — 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah peserta program KB aktif per
kecamat an di kabupaten tersebut dari BKKBN

2) Dapatkan pula data jum ah pasangan usia subur (PUS)
per kecamatan di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Rasi o petugas |apangan KB/ penyuluh KB (PLKB/ PKB)

di seti ap desal kel urahan.

Per bandi ngan antara jum ah desa/ kel urahan dengan jum ah

PLKB/ PKB secara Nasi onal adal ah antara 4-5

desal/ kel urahan untuk 1 (satu) petugas.

Pet ugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adal ah

pegawai Negeri Sipil (PNS)atau non PNS yang diangkat

ol eh pejabat berwenang yang nenpunyai tugas,tanggung

j awab unt uk nmel aksanakan penyul uhan, pel ayanan,

pel aporan, evaluasi dan pengenbangan KB. Sedangkan

Penyul uh  Keluarga Berencana (PKB) adal ah  j abat an

f ungsi onal PNS vyang diberi tugas, tanggung jawab

wewenang dan hak secara penuh ol eh pejabat berwenang
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sebagai pej abat fungsional untuk nelaksanakan kegi atan

penyul uhan, pel ayanan, pel apor an, eval uasi dan

pengenbangan program Kel uarga Berencana Nasi onal .

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data jum ah desa atau kel urahan di kabupaten
tersebut dari BKKBN

2) Dapatkan pula data jum ah PLKB atau PKB di kabupaten
t ersebut .

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN
Angkut an dar at

Prosedur pengisian :

1)

2)

3)
4)

Dapat kan data jum ah angkutan darat di kabupat en
tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.

Dapat kan pula data jum ah penunpang angkutan darat di
kabupat en tersebut.

| si kan data tersebut pada runus yang ada.

Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

17. URUSAN KOVUNI KASI DAN | NFORVATI KA

a. b site mlik penerintah daerah

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan informasi nengenai website mlik penerintah
daerah yang dikelola oleh Bagian Hunas (Setda) atau
Di nas/ Badan/ Kant or Konuni kasi dan i nformati ka.

2) I sikan pada |anpiran suplenmen aspek tingkat capaian
SPM dengan 1isian “Ada” bila pemda telah memiliki
website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki

websi t e.

b. Pamer an/ expo
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Kegi atan Paneran atau Expo yang disel enggarakan ol eh

penda baik di daerahnya nmaupun di daerah lain

(Penyel enggar a) .

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah paneran yang disel enggarakan
selama tahun 2015 ol eh penda di Bagi an Humas (setda)
atau Di nas/ Badan/ Kant or Komuni kasi dan | nformati ka.

2) I si kan data tersebut pada runus yang ada.

18. URUSAN PERTANAHAN
a. Lahan bersertifikat

Lahan yang dimliki penerintah daerah (bukan |[|ahan

urmum .

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data luas lahan mlik penda yang
seharusnya bersertifikat dan luas |ahan yang
bersertifikat di Badan Pert anahan Nasi onal
Kabupat en yang ber sangkut an.

2) Isikan perhitungan |KK dengan nenggunakan runus
yang ada .

3) Masukan hasil per hitungan pada kolom capaian
ki nerj a dal am satuan persentase.

b. Penyel esai an Kasus Tanah Negar a

Kasus tanah Negara atau sengketa antar penerintah

daerah dengan penerintah daerah atau antar penerintah

daer ah dengan masyar akat .

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data kasus nenyangkut permasal ahan tanah
negara dan data kasus yang telah tersel esai kan di
Sekretari at Daerah/ Bagi an Peneri nt ahan.

2) I si kan perhitungan | KK dengan nmenggunakan runus yang
ada.

3) Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an ki nerja

dal am sat uan persent ase.
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c. Penyelesian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data pernohonan perijinan |okasi dan data
perijinan | okasi yang di set uj ui di Sekretari at
Daer ah/ PTSP.

2) I si kan perhitungan | KK dengan menggunakan runus yang
ada.

3) Masukan hasi|l perhitungan pada kol om capai an ki nerja

dal am sat uan per sent ase.

19. KESATUAN BANGSA DAN PCLI TI K
a. Kegi atan penbi naan politik daerah

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah kegiatan politik selama tahun
2015 di Kant or Kesbangl i nnas.

2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan juni ah
kegi atan penbinaan politik daerah dalam satuan
kal i .

b. Kegi at an penbi naan terhadap LSM O mas dan OKP

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah kegiatan penbinaan terhadap
LSM Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor
Kesbangl i nnas.

2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan jumn ah
kegi atan penbi naan terhadap LSM O nmas, dan OKP
dal am sat uan kal i .

20. OTONOM DAERAH
a. SistimlInformasi Mnaj enen Penda
Pr osedur Pengi sian :
1) Dapatkan data jum ah sistem infornmasi nanajenen
Penda yang diinplenentasi kan di Penda nel al ui
sekretari at daerah dan BPKD.
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2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumnl ah
system I nf or masi manaj emen penda yang
di npl enent asi kan di penda dal am sat uan buah.

b. I ndeks Kepuasan Layanan Masyar akat

Prosedur Pengi si an

1) Dapat kan data i ndeks kepuasan | ayanan nasyarakat di
sekretari at daerah dan BPKD

2) I si kan pada kol om capaian kinerja dengan jum ah
si stem i nf or masi manaj emen penda yang

di npl ement asi kan di penda dal am sat uan buah.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a. PKK aktif
Prosedur Pengi si an
1) Dapatkan data jumah PKK per desal kel urahan/
kecamat an yang ada di penda dan junlah PKK yang
aktif (dibina) di Dinas Penberdayaan Masyar akat
Desa.
2) I'sikan perhitungan |KK dengan nenggunakan runus
yang ada.
3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerj a dal am satuan persent ase.
b. Posyandu
Prosedur Pengi si an
1) Dapat kan data jum ah posyandu dan jum ah posyandu
per desal/ kel urahan yang aktif di D nas Penberdayaan
Masyar akat Desa
2) I'sikan perhitungan |KK dengan nenggunakan runus
yang ada.
3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an

ki nerja dal am sat uan persent ase.

22. SOSI AL
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a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jonpo dan
panti rehabilitasi
Prosedur Pengi si an
1) Dapat kan data junl ah sarana sosial di D nas Sosial .
2) Masukan junl ah sarana sosial kol om capaian kinerja

dal am sat uan buah.

b. Penanganan penyandang nasal ah kesej aht eraan sosi al .
PMKS adal ah perorangan, keluarga, atau komunitas yang
mengal am di sfungsi secara fisik, psikologis, ekonom ,
sosial atau budaya sehingga tidak dapat nel aksanakan
fungsi sosial nya secara waj ar.

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan dat a j um ah penyandang masal ah
kesej ahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS vyang
tertangani di Dinas Sosial.

2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerj a dal am satuan persentase.

c. PMKS yg nenperol eh bantuan sosi al
Prosedur pengisian :

1) Dapat kan dat a j um ah penyandang masal ah
kesej aht er aan sosi al ( PMKS) yang sehar usnya
menper ol eh bantuan social dan data PMKS yang tel ah
nmenper ol eh bantuan sosial di Dinas Sosial.

2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an

ki nerj a dal am satuan persent ase.

23. URUSAN BUDAYA
a. Penyel enggaraan festival seni dan budaya

Prosedur Pengi si an
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1) Dapatkan data jum ah penyel enggaraan seni dan
budaya sel ama tahun 2015 di Di nas Pari w sat a.

2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasi | per hitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.

b. Sarana penyel enggaraan seni dan budaya

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah sarana penyel enggaraan sen
dan budaya di Dinas Pariw sat a.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nmenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan.

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

di | estari kan

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah benda, situs, dan kawasan
cagar budaya di Dinas Pariw sat a.

2) Masukan jum ah benda, situs, dan kawasan cagar
budaya yang dil estari kan pada kol om capai an ki nerj a
dal am sat uan buah.

24. URUSAN STATI STI K
a. Buku ” kabupaten dalam angka”
Prosedur Pengi si an
1) Dapat kan buku kabupaten dal am angka tahun 2015 di
Kantor Statistik atau Bappeda.
2) Masukan ke kolom capaian kinerja, apabila penda
telah nmemliki buku kabupaten dalam angka tahun
2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.
b. Buku ’PDRB kabupaten”

Prosedur Pengi si an
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1) Dapat kan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor
Statistik atau Bappeda.

2) Masukan ke kolom capaian kinerja, apabila penda
telah nmemliki buku PDRB kabupaten dalam angka
tahun 2015 1isikan “Ada” dan apabila belum isikan
“Tidak™.

25. URUSAN KEARSI PAN
a. Pengel ol aan arsip secara baku

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah SKPD dan jum ah SKPD yang
mener apkan pengel ol aan arsip secara baku di Kantor
arsi p daer ah.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.

b. Peni ngkat an SDM pengel ol a pengar si pan

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data juml ah kegiatan penbinaan kepada
petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip
daer ah.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an

ki nerj a dal am satuan persentase.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN
a. Kol eksi buku yang tersedi a di perpustakaan daerah
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah kol eksi judul buku dan kol eksi
jum ah buku di perpustakaan daer ah.
2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nmenggunakan
rumus yang ada.
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3) Masukan hasi |l per hi tungan pada kolom capai an
ki nerj a dal am satuan persent ase.

Pengunj ung per pust akaan

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data jum ah pengunjung perpustakaan sel ama
tahun 2015 dan jum ah populasi orang yang harus
di l ayani di perpustakaan daer ah.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nmenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | per hitungan pada kolom capai an

ki nerja dal am sat uan persent ase.

URUSAN PI LI HAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERI KANAN

a. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah realisasi produksi perikanan baik
darat maupun laut (ton) dan data target produksi
peri kanan (ton) daerah di D nas Perikanan dan Kel aut an
I si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

b. Konsunsi ikan

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah rata-rata konsunsi ikan (kg) dan
data target ekspor hasil perikanan daerah di D nas
Peri kanan dan Kel aut an

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

2. URUSAN PERTANI AN
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a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama | okal I ainnya
per hektar
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan
utama | ocal lainnya dan total |uas areal tanaman pada
atau bahan pangan utama local lainnya di Dinas
Pert ani an
2) Isikan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase.
b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanian di Kantor StatistiKk.
2) Isikan data pada perhitungan |1KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

3. URUSAN KEHUTANAN
a. Rehabilitasi hutan dan | ahan kritis

Prosedur pengi si an

1) Dapatkan data total |ahan kritis dan |ahan kritis yang
berhasi| direhabilitasi di D nas Kehutanan.

2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

b. Kerusakan Kawasan Hut an
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data |uas kawasan hutan dan |uas kerusakan
kawasan hutan di D nas Kehut anan.
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2)

3)

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada .

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase.

4. URUSAN ENERG DAN SDM

a. Pertanbangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data luas area penanbangan dan |uas
penanbangan liar yang diterti bkan di Di nas
Per t anbangan dan Energi .

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada .

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase

b. Kontri busi sektor pertanbangan terhadap PDRB.

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanbangan di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada .

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja
dal am sat uan persent ase.

5. URUSAN PARI W SATA

a. Kunjungan w sat a

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah kunjungan w satawan nusantara
maupun  nmancanegara selama tahun 2015 di Di nas
Pariw sat a.
| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada .
Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan per sent ase.
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b. Kontribusi sektor pariw sata terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pariw sata di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

6. URUSAN | NDUSTRI
a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor industri di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase.

b. Pertunmbuhan i ndustri secara kesel uruhan.

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah industri 2015 dan junm ah industri
tahun 2006 di Dinas Perindustrian.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase

7. URUSAN PERDAGANGAN
a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengi si an
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1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.

2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase

b. Ekspor bersi h perdagangan
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi
i mpor (Rp) di Kantor Statistik atau Di nas Perdagangan.
2) Isikan data pada perhitungan |1KK dengan nenggunakan
rumus yang ada
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan per sent ase.

8. URUSAN TRANSM GRASI
Transm gran swakar sa

Prosedur pengi si an

1) Dapatkan data jum ah trasm gran dan jum ah transm gran
swakarsa di Dinas Transm grasi

2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase
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PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PENGAMBI L KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH KOTA

1. Keberadaan PERDA | MB

Peri zinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemlik

bangunan untuk nenbangun baru, mengubabh, menper | uas,

mengur angi , dan/ at au mer awat bangunan sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
ber | aku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Penerintah daerah nel akukan

pengawasan terhadap pel aksanaan penerapan peraturan daerah di

bi dang bangunan gedung nelalui nekanisnme penerbitan izin

nmendi ri kan bangunan gedung dan sertifikasi kel aikan fungs
bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan
penbongkar an bangunan gedung. "

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah |ainnya yang
mengat ur perizinan tentang izin nmendirikan bangunan (bukan
perda yang nengatur biaya atau restribusinya).

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasi o Rumah ber-1MB

Per bandi ngan jum ah seluruh rumah yang nmemliki |MB dengan

jumah total seluruh rumah di  wlayah kota dari tahun

penbent ukan daerah sanpai dengan 31 Desenber 2015.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah rumah ber |IMB sd. akhir tahun (31
Desenber 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Urum
Perumahan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh rumah sd. akhir tahun
penyusunan LPPD.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada
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4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan PERDA RTRW

Aspek yang dinilai nengenai ketentranman dan ketertiban unmum

daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang

sebagai mana di amanat kan dal am Undang- undang no. 26 tahun 2007

t ent ang Penat aan Ruang.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah |ainnya yang
mengat ur tentang keterti ban penataan ruang.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

Pengurusan E- KTP

Dal am rangka nenindaklanjuti Peraturan Presiden Nonmor 67

Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nonor |nduk

Kependudukan dan Pernendagri Nonor 10 Tahun 2011 tentang

Penerti ban Dokunen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data Jum ah penduduk yang sudah terekam dal am E-
KTP pada D nas kependudukan dan catatan sipil atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk yang wajib ber-KTP
sanpai akhir tahun (31 Desenber 2015).

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bi aya KTP

Ber dasar kan Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2006 tentang

Adm ni strasi Kependudukan Pada Pasal 79A ber bunyi :
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“Pengurusan dan penerbitan Dokunen Kependudukan tidak

dipungut biaya™.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur Pengurusan dan penerbitan Dokunen Kependudukan
ti dak di pungut bi aya.

2) Sebut kan | egal formal nya.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Rasi o Personi| SatpoL PP Terhadap Jum ah Penduduk.
Jum ah Satuan Polisi Panong Praja yang sudah di angkat nenj adi
PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyel enggara
ket erti ban unmum dan kententeranman nasyarakat di |uar tenaga
adm ni strasi/kesekretari at an.
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan
LPPD pada Kantor Polisi Panongpraja atau instansi terkait.
2) Dapatkan pula data jum ah penduduk sanpai akhir tahun
penyusunan LPPD.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Aspek yang dinilai nengenai ketentraman dan ketertiban unmum

daerah terkait Kebijakan bi dang penanganan PSK, PKL, at au PMKS.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang PSK, PKL, atau PMKS.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

97



8.

10.

Keber adaan peraturan tentang kebersi han Kot a.

Aspek yang dinilai nengenai ketentraman dan ketertiban unmum

daerah terkait Kebijakan bi dang kebersi han Kot a.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur tentang kebersi han Kot a.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nonor dan tanggal
perda atau peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

3) I si kan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

Ket epat an wakt u penyanpai an LPPD ber dasarkan PP Nonor 3 tahun

2007.

Laporan atas penyel enggaraan penerintahan daerah selama 1

(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Penbangunan

Daerah (RKPD) yang disanpai kan oleh kepala daerah kepada

Penerintah setiap tahun paling | anbat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan tanda terinma penyanpaian LPPD Kota /Kota dari
Biro Penerintah Setda Provinsi.

2) Tul i skan tanggal penyanpai an LPPD sesuai tanda terim

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpai an LPPD

Ket epat an waktu penyanpai an Laporan Keuangan dan Laporan
ki nerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pel aporan Keuangan Dan
Ki nerja I nstansi Penerintah.
Laporan Keuangan adal ah bent uk pertanggungj awaban pengel ol aan
keuangan Negara/ daerah (APBN APBD) selana suatu periode,
di sanpai kan sel anbat -1 anbatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan
(CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut
di sanpai kan ol eh kepal a daerah kepada Penerintah setiap tahun
pal i ng | anbat tanggal 31 Maret.
Prosedur pengi si an:
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11.

12.

13.

1) Dapat kan tanda terim penyanpai an Lapkeu dari Kenenterian
Keuangan.

2) Dapatkan tanda terima penyanpaian Lakip dari Kenenterian
PAN dan Refornmasi Birokrasi.

3) Tul i skan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

4) I si kan atau tuliskan nonor dan tanggal penyanpaian LPPD

sesuai tanda terinma.

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang

di terbi t kan ol eh Peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data masing-masing indi kator SPM yang tertuang
dal am program per urusan yang sudah diterapkan SPWhya dal am
RKA SKPD atau DPA SKPD tahun 2015 sebagai elenen data
pengi si an | KK tersebut.

2) I si kan urusan yang sudah diterapkan SPWhya ol eh Penerintah

Kaupat en/ Kot a.

Kerj asama Dengan Daerah Lain

Kesepakat an antara gubernur dengan gubernur atau gubernur

dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan

bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali
kota, yang dibuat secara tertulis serta neninbul kan hak dan
kewaj i ban.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah MU atau kerjasama antar daerah yang
masi h  berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda
Peneri nt ah Kot a/ Kot a.

2) Tul i skan Judul , Nonmor berserta tanggal MU.

Kesesuai an Prioritas Penbangunan

Si nkroni sasi  kebi jakan penerintah daerah dengan kebijakan

penerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Penerintah
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14.

15.

(RKP)dengan nenperhati kan sasaran utama dan Prioritas

Penbangunan Nasi onal . Sasaran utama dan Prioritas Penbangunan

Nasi onal dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Neger

tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap

t ahun di kel uarkan ol eh Kenenteri an Dal am Negeri .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junmlah prioritas penbangunan daerah dari
Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Urusan waj i b yang di sel enggar akan daer ah.

Pel aksanaan Urusan wajib dan wurusan pilihan diatur dalam

Peraturan Penerintah Nonor 38 Tahun 2007 Penbagi an Urusan

Pener i nt ahan Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah wurusan wajib yang dilaksanakan
pereri ntah daerah Sesuai kan dengan dokunen perencanaan dan
penganggaran pada APBD tahun 2015. Data berasal dar
Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Wakt u penet apan Perda APBD 2015.
Penet apan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepal a daerah tentang penjabaran APBD sebagai mana

di maksud pasal 116 ayat (1) Pernendagri 37 Tahun 2014 tentang
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16.

17.

Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dilakukan paling | anbat

tanggal 31 Desenber tahun anggaran sebelumnya’.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada
| anpi ran pengesahan Perda APBD di mnaksud.

2) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal penetapan Perda
APBD.

Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

ber dasar kan Peraturan Penerintah Nonor 58 tahun 2005 tentang

Pengel ol aan Keuangan Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda tentang pengel ol aan keuangan daer ah.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada atau Tidak ada” pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau
peraturan Kepal a Daerah | ai nnya.

Bel anj a Unt uk Pel ayanan Dasar

Bel anja Pel ayanan dasar didapatkan dari total belanja per

urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar

unt uk urusan pendi di kan di anbil dari senua bel anja pendi di kan
yang ada di sel uruh SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang tel ah
di audit ol eh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah prioritas penbangunan nasi onal
t ahun 2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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18.

19.

Bel anj a Untuk Urusan Pendi di kan Dan Kesehat an

Dal am r angka peni ngkat an bi dang pendi di kan, penerintah daerah

secara konsisten dan berkesi nanbungan harus nengal okasi kan

anggaran fungsi pendi di kan sekurang- kurangnya 20% (dua pul uh
persen) dari bel anja daer ah, sesuai amanat per at ur an
per undangundangan, ternmasuk dana BOS yang bersunber dari APBD
dan Dal am rangka peningkatan bidang kesehatan, penerintah
daer ah secara konsi st en dan ber kesi nanbungan har us
nmengal okasi kan anggaran kesehatan mi ni nmal 10% (sepul uh
persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai ananat

Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang

Kesehat an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk wurusan
pendi di kan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

2) I si kan data tersebut pada runus yang ada.

3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah
tersedi a.

Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah | ainnya yang

mengat ur Standar Pel ayanan Publik sesuai dengan peraturan

per undang- undangan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau peraturan Kepala Daerah | ainnya yang
mengat ur St andar Pel ayanan Publi k.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom yang
tersedi a.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

20. Rasi o PNS terhadap penduduk
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21.

Per bandi ngan antara jum ah PNS terhadap jum ah penduduk dal am

suatu wi | ayah provinsi. |deal nya persentase jumnm ah PNS adal ah

dua atau tiga persen dari jum ah penduduk. Hal tersebut

di mksudkan agar terdapat keseinbangan antara beban Kkerja

dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab

nmel aksanakannya. Di sanpi ng variabel jum ah penduduk, faktor

luas wlayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN APDB

turut nenjadi pertinbangan dal am nmenentukan jum ah PNS yang

i deal .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah PNS s.d 31 Desenber 2015 dari BKD
atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah Penduduk s.d 31 Desenber tahun
2015.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Si stem I nformasi Kepegawai an

Apl i kasi berbasis database yang digunakan untuk nenunjang

proses admnistrasi kepegawai an di |ingkungan penerintah

daerah yang bertujuan untuk nenbuat manajenen sunber daya
manusia nenjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan
cara menberi kan pot r et kondi si kepegawai an terakhir

sebagai mana di amanat kan dal am Kepnendagri Nonor 17 tahun 2000

tentang Sistem I nfornmasi Manaj enen Kepegawai an.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan Sistem Kepegawai an yang
di | aksanakan penerintah daerah dari Badan Kepegawai an
Daer ah.

2) Tuliskan pernyataan ‘“Ada/Tidak Ada pada kolom yang

t er sedi a.

22. Junl ah Penbent ukan SKPD ber dasar kan PP 41/ 2007
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23.

24.

Per angkat Daer ah di bent uk ol eh masi ng- masi ng Daer ah
ber dasar kan perti nbangan karakteristik, pot ensi , dan
kebut uhan Daerah. O ganisasi Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah setenpat dengan berpedoman kepada
Peraturan Peneri nt ah. Pengendal i an  or gani sasi per angkat
daerah dil akukan ol eh Penerintah Pusat untuk Provinsi dan
ol eh Gubernur untuk Kota/Kota dengan berpedoman pada
Per at uran Peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
2)Isikan dan rinci jum ah per SKPD data tersebut pada kol om

yang sudah tersedia.

Jum ah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015

Produk Hukum Daer ah berdasarkan Pernmendagri No 16 Tahun 2006

sebagai mana tel ah di ubah nenjadi pernendagri NO. 1 tahun 2014

tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan

daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka

pengat uran penyel enggar aan peneri ntahan daerah (Pasal 1 angka

2). Produk Hukum Daerah diterbitkan ol eh kepal a daerah dal am

pengat uran atau regul asi penyel enggaraan peneri ntahan daer ah,

yang tel ah nendapat persetujuan DPRD

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Perda yang ditetapkan dalam tahun
2015 dari Biro Hukum Setda Penerintah Provinsi.

2) Tul i skan nonor dan tanggal perda yang ditetapkan.

Jun ah Raperda yang di setujui DPRD tahun 2015
Mengacu ayat (2) Pasal 14 Pernendagri No. 1 Tahun 2014
tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasi
penyusunan Prolegda antara penerintah daerah dan DPRD
di sepakati nenjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat
pari pur na DPRD

104



25.

26.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah Raperda yang disetujui DPRD tahun
2015 dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau i nstansi
terkait.

2) Dapatkan pula data jum ah rancangan perda-perda yang
di usul kan dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keput usan DPRD yang diti ndakl anj uti

Ef ektivitas proses penganbilan keputusan ol eh DPRD beserta

ti ndak | anjut pel aksanaan keput usan.

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data jum ah Keputusan yang di kel uarkan DPRD yang
di ti ndakl anjuti ol eh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

2) Dapat kan pula data jum ah Keputusan yang di kel uarkan DPRD
pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keput usan Wali kota yang ditindaklanjuti

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas proses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan dat a j unm ah Keput usan Wal i kot a yang
di ti ndakl anj uti pada tahun 2015 dari Bagi an  Hukum

Sekretariat Dewan atau i nstansi terkait.
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27.

28.

2) Dapatkan pula data jum ah Keputusan \Walikota yang
di kel uar kan pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Perat uran Wal i kota yang diti ndakl anj uti .

Peni | ai an | KK ini terkait aspek efektivitas proses

penganbi | an keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

| anj ut pel aksanaan keput usan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan dat a j unm ah Per at ur an Wal i kot a yang
di ti ndakl anj uti pada tahun 2015 dari Bagi an  Hukum
Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jumah Peraturan \Walikota yang
di kel uar kan pada tahun 2015 dari Bagi an Hukum Sekretari at
Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Jum ah PERDA yang di bat al kan

Prosedur penbatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Penbentukan

Produk Hukum Daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai perda-perda yang dibatal kan dari
Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirinkan untuk
di eval uasi dari Biro Hukum Sekretariat Dewan atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

106



29.

30.

31.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan PERDA/ PerWali terkait dengan konsultasi publik

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara

peneri ntahan daerah dengan nmsyar akat atas penetapan

kebi j akan publik yang strategis dan rel evan untuk daer ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Perda atau Peraturan Kepala Daerah |ainnya yang
mengat ur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan
kebi j akan daer ah.

2) Sebut kan | egal formal nya.

3)Isikan atau tuliskan nonor dan tanggal perda atau

per at uran Kepal a Daerah | ai nnya.

Adanya nedia informasi penda yang dapat diakses ol eh publik

(website, kotak pos, |eaflet/brosur).

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan bukt i kepem | i kan medi a I nf or masi yang
di | aksanakan penerintah daerah dan tel ah ditetapkan dengan
Perda atau Peraturan Walikota dari Dinas Konunikasi dan
Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.

2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom vyang
tersedi a.

Dana peri nbangan yang terserap di bandi ng yang di rencanakan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi Dana perinbangan dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pul a anggaran dana perinbangan (realisasi) dalam

Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
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32.

33.

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Publi k terhadap Dana Al okasi Urum

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data total realisasi belanja [|angsung dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Urum dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi total belanja |angsung dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun
2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.
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34.

35.

36.

Besaran PAD terhadap sel uruh pendapat an dal am APBD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (reali sasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Opi ni BPK terhadap Laporan Keuangan Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan kesi npul an hasil peneriksa BPK nengenai tingkat
kewaj aran informasi yang disajikan dalam | aporan keuangan
daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi
terkait.

2) Dapatkan pula kesinmpulan hasil peneriksa BPK nengena
ti ngkat kewajaran informasi yang disajikan dalam |aporan
keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau
instansi terkait.

3) I'si kan data tersebut pada kol om yang ada.

SI LPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah SILPA dalam Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD
atau instansi terkait.
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37.

38.

2) Dapat kan pula data total pendapatan dal am APBD (realisasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Real i sasi bel anja terhadap anggaran bel anj a

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Realisasi belanja APBD dal am Laporan
Real i sasi Anggar an pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan
Kepal a Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari
BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapat kan pul a data total pendapatan dal am APBD (reali sasi)
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau i nstansi
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Temuan BPK Rl yang diti ndakl anj uti

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan Hasi| Rekonsi aliasi Rekonendasi/Tenmuan BPK dal am
LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepal a
Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti
penda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi
terkait.

2) Dapat kan pula jum ah sel uruh rekomendasi/tenuan BPK Rl per
31 Desenber 2015 dari |Inspektorat Provinsi atau instansi
terkait.
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39.

40.

41.

3)Isi kan data tersebut pada kol om yang ada.

Real i sasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah realisasi Pendapatan Asli Daerah
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau
instansi terkait.

2) Dapat kan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 -
2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus  tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Peni ngkat an Pendapat an Asli Daer ah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total PAD tahun 2015 dal am Laporan Reali sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang tel ah diaudit ol eh BPK dari BPKAD at au i nstansi
terkait.

2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dal am LRA Laporan
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
di audit ol eh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  runmus  tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Penghargaan dari penerintah yang diterima ol eh Penda dal am

tahun 2015.

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data jum ah Penghargaan yang diterim ol eh Penda
dari penerintah, data berasal dari Biro Hunas, protokol
Set da Penerintah Provinsi.
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42.

43.

2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada
kol om LPPD.

Keber adaan E- procurenent

Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penerintah yang dil akukan

dengan penanfaat an teknol ogi informasi yang dil aksanakan ol eh

peneri ntah daerah dal am rangka percepat an pel aksanaan bel anj a

Negara guna percepatan pel aksanaan penbangunan. Pel aksanaan

pengadaan barang dan jasa atau E-Procurenent di |[|ingkungan

peneri ntah daerah ditetapkan nel al ui peraturan daerah.

Pr osedur pengisian :

1) Dapat kan f ot okopi per at ur an daer ah yang mengat ur
pel aksanaan pengadaan barang dan Jasa.

2) KK ini capaian kinerjanya diisi tidak nmenggunakan runus
per samaan nel ai nkan pernyataan “ada atau tidak ada™).

3) Perhati kan dan baca dengan teliti dan seksama |KK yang
akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja |IKK
dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a;

4) Tulis hasil atau pernyataan capaian Kkinerja pada kolom
Capai an Ki nerj a.

Jum ah persetujuan investasi

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data juni ah i zin I nvest asi (nil ai I zin
i nvestasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan
Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.

2) I si kan data tersebut pada kol om yang ada.
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PETUNJUK PENG SI AN TATARAN PELAKSANA KEBI JAKAN
UNTUK PEMERI NTAH KOTA

Jum ah Program Nasi onal yg dil aksanakan ol eh SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program nasi onal per urusan yg dil aksanakan
oleh nmasing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015
sebagai mana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Permerintah Tahun 2015.

2) Dapatkan pula data jum ah program nasional per urusan
yang sudah ditetapkan Penerintah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Keber adaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan Kkebijakan
teknis yang ditetapkan oleh penerintah cq Kenenterian/
LPNK dari masi ng- masi ng SKPD.

2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.

3) Tul i skan Judul SOP pada kol om yang tersedia.

Jum ah PERDA pel aksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus

di | aksanakan menurut PERMEN

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data Perda-Perda yg dil aksanakan ol eh masing-
masi ng SKPD per wurusan berdasarkan Peraturan Menteri
terkait.

2) Dapat kan pula jum ah Sel uruh Peraturan Menteri per urusan
yang sudah ditetapkan ol eh Kenenteri an/ Lenbaga.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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4. Rasio struktur jabatan dan esel onering yang terisi

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data junmlah jabatan yang ada (yang diisi) per
urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif
maka j abatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsi onal dal am struktur organi sasi SKPD
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut
Kepangkat an ( DUK)
2) Pi | ahl ah berdasar kan urusan sesuai |enbar kertas kerja.
3) Tuliskan nama jabatan fungsi onal pada kolom yang
tersedi a.

6. Rasi o PNS Kabupat en

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah PNS per wurusan pada Daftar Urut
Kepangkat an (DUK) SKPD at au data kepegawai an BKD

2) Dapatkan pula data jumah total seluruh PNS per 31
Desenber 2015 dari SKPD atau BKD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

7. Pejabat yang tel ah nmenmenuhi persyaratan pendi di kan pel ati han
kepem nmpi nan
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Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi syar at
di kl at pi m per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) nmasing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak
definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan | ebih dari satu urusan

maka kepal a dinas tetap dihitung satu.

Pej abat yang tel ah nmenenuhi persyaratan kepangkat an.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur

dal am PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am

Jabatan Struktural sebagai mana tel ah di ubah dengan PP No 13

Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP

No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dal am Jabat an

Struktural sebagai mana tel ah diubah dengan PP No. 13 Tahun

2002.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah Pejabat yang nenenuhi kepangkatan
per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
masi ng- masi ng SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif

maka j abatan tersebut tidak dihitung)

115



10.

11.

2) Dapatkan pula data jum ah jabatan yang ada per urusan
sesuai Struktur organi sasi SKPD

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

5) Apabi | a SKPD di maksud nel aksanakan |ebi h dari satu urusan

maka kepal a di nas tetap dihitung satu.

Keber adaan dokunen perencanaan penbangunan di SKPD

Prosedur Pengi sian :

1) Dapat kan data dokunen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD.
RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masi ng- masi ng SKPD

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Jum ah Program RKPD yang di akonodir dal am RENJA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data program RKPD per wurusan yang diakonodir
dal am RENJA SKPD,

2) Dapat kan pula data jum ah sel uruh program RKPD per urusan
dal am RENJA SKPD yang dit et apkan pada RPJMD.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tungl ah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Jum ah Program RENJA RKPD yang di akonodi r dal am RKA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am RKA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam RKA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.
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12.

13.

14.

Jum ah Program RENJA SKPD di akonodi r dal am DPA SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang
di akonodi r dal am DPA SKPD.

2) Dapatkan pula data jum ah Program dalam DPA SKPD per
urusan.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Anggaran SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data total anggaran SKPD dal am Laporan Real i sasi
Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Kepal a
Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD vyang
ber sangkut an.

2) Dapat kan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda
atau instansi yang terkait.

3)Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Bel anj a Modal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi belanja nodal dalam Laporan
Real i sasi Anggar an pada Lapor an Per t anggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.
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15.

16.

17.

Total Belanja peneliharaan dari total belanja barang dan

j asa.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan |asa
dal am Lapor an Real i sasi Anggar an pada Lapor an
Pert anggungj awaban Keuangan Kepala Daerah yang telah
diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang
terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Total Bel anja peneliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data realisasi bel anja peneliharaan dal am
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
SKPD yang ber sangkut an.

2) Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam
Laporan Real i sasi Anggaran pada Laporan Pertanggungj awaban
Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari
BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

Keber adaan | aporan keuangan SKPD ( Neraca, LRA, Calk).
Prosedur Pengi sian :
1) Dapat kan data | aporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)
dari masi ng- masi ng SKPD
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18.

19.

20.

2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang
t ersedi a.

Adanya | nventaris Barang atau Asset SKPD

I nventarisasi adal ah kegiatan untuk nelakukan pendataan,

pencat atan, dan pelaporan hasil pendataan barang mlik

daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dil akukan

dal am rangka penyusunan ner aca.

Dal am  akunt ansi, t er msuk dal am St andar Akunt ansi

Peneri ntahan (SAP) yang di atur dengan PP No. 24/ 2005, istilah

barang di sebut aset. Dalam pel aporan barang di Neraca ol eh

SKPD dan Penda, istilah barang diganti dengan aset, yang

terbagi ke dal am aset |ancar, aset tetap, dan aset |ainnya.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data hasil inventarisasi barang/asset SKPD yang
di | akukan paling |anbat 5 tahun sekali.

2)Isikan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang

t er sedi a.

Junm ah Asset yang tidak di gunakan.

Asset yang tidak di gunakan adal ah asset yang dal am kondi si

bai k tapi tidak di manfaat kan untuk operasi onal SKPD

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data asset yang tidak digunakan per wurusan dari
masi ng- masi ng SKPD dal am sat uan rupi ah.

2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan
rupi ah.

3)Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4)H tunglah  rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

Jum ah fasilitas / prasarana infornasi.

Prosedur pengi si an:
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21.

1) Dapatkan data terkait kepemlikan fasilitas / prasarana
i nformasi .

2)Isikan pernyataan ‘“ada/Tidak ada pada kolom yang
tersedi a.

Keber adaan Survey Kepuasan Masyar akat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dinmaksud adalah survey

kepuasaan terhadap suatu |ayanan kepada masyarakat yang

di | aksanakan ol eh penyel enggara |ayanan (SKPD) dengan atau

ti dak nelibat kan pi hak akadem si, Lenbaga Swadaya Masyar akat

yang berguna untuk rmengukur kepuasan rmasyarakat atau

keber hasi | an suatu | ayanan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data | aporan hasil survey kepuasaan dari mnasi ng-
masi ng SKPD.

2) Tul i skan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang

t er sedi a.
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PETUNJUK PENG SI AN PENYELENGGARA URUSAN WAJI B DAN URUSAN
Pl LI HAN ASPEK TI NGKAT CAPAI AN Kl NERJA
UNTUK PEMERI NTAH KABUPATEN

“Prosedur pengisian untuk nenghitung capaian Kkinerja
di saji kan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan
| ai nnya dapat nencont oh pada prosedur pengi sian yang ada,
karena pada prinsipnya untuk nenghitung capai an kinerja

setiap indi kator kinerja nenggunakan prosedur yang sana”.

1. URUSAN PENDI DI KAN
a. Pendi di kan Anak Usia Dini (PAUD)

C.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junm ah siswa pada jenjang TK/ RA/ Peniti pan
Anak dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada
Di nas Pendi di kan

2) Dapat kan pula data jun ah anak usia 4 — 6 tahun

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun nel ek huruf

(but a aksara)

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat
baca tulis dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat
pada Di nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk usia 15 tahun ke
at as

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Mrni (APK/ APM

SD/ M / Paket A; SWP/ MIs/ Paket B; SMA/ SMK/ MA/ Paket C

Prosedur pengi si an:
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f.

1) Dapatkan data jum ah siswa usia 7-12 tahun di jenjang
SD/ M / Paket A, SMP/ MIs/ Paket B; SMA/ SMK/ MA/ Paket C dari
Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada D nas
Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jun ah penduduk kel onmpok usia 7-12
t ahun

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/M, SMP/ MIs, dan

SMA/ SMK/ VA

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah siswa putus sekolah pada tingkat
dan jenjang SD)M, SMP/ MIs, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar
atau Laporan yang terdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah siswa pada tingkat yang sana
dan jenjang SD)M, SMP/ MIs, dan SMA SMK/ MA pada tahun
aj aran sebel umya

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Angka Kelulusan (AK) jenjang SD'M, SMP/ MT's, dan

SMA/ SMK/ VA

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumiah Jlulusan pada jenjang SD'M,
SWMP/ MI's, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar atau Laporan yang
t erdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SD/M, SWMP/ MIs, dan SMAN SWK/ MA tahun ajaran
sebel umya

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

Angka Mel anjutkan (AM jenjang SD)M dan SMP/ MI's
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Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data junml ah siswa baru tingkat | pada jenjang
SWMP/ Ml's, dan SMA/ SMK/ MA dari Daftar atau Laporan yang
t erdapat pada D nas Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jum ah lulusan pada jenjang SD'M
dan SMP/ MI's, tahun ajaran sebel umya

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

g. Guru yang nenenuhi kualifikasi S1/D 1V
Prosedur pengi si an:
1) Dapatkan data jum ah guru berijazah kualifikasi S1/D 1V

dari Daf t ar atau Laporan yang terdapat pada D nas
Pendi di kan

2) Dapatkan pula data jumah guru SDM, SM/ Ms, dan
SMA/ SMK/ VA

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada
4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

2. URUSAN KESEHATAN
a. Cakupan konplikasi kebi danan yang ditangani .

Definisi Operasional : |bu dengan konplikasi kebi danan di

satu wi |l ayah kerja pada kurun waktu tertentu yang nendapat

penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga
kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan
ruj ukan (Poli ndes, Puskesnas, Puskesnas PONED, Rumah

Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Sunber data berasal

dari SI MPUS, SIRS dan Laporan Audit WMaternal dan Perinat al

(AWVP) .

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah konplikasi kebidanan yg nmendpt
penanganan difinitif di satu wlayah kerja pd kurun
waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit
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Mat ernal Perinatal (AMP) dan data | ai nnya yang terdapat
pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah ibu dgn konplikasi kebi danan
di satu wi | ayah kerja pada kurun waktu yg sama

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan pertol ongan persalinan ol eh tenaga kesehatan yang

mem | i ki konpet ensi kebi danan.

Def i ni si oper asi onal : I bu bersalin yang mendapat

pertol ongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

mem | i ki konpetensi kebidanan disatu w layah kerja pada
kurun waktu tertentu. Sunber data berasal dari SIMPUS dan

SIRS, tidak termasuk pelayanan yang dilakukan ol eh

swast a.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah ibu bersalin yg ditolong oleh
tenaga kesehatan di satu w layah kerja pd kurun waktu
tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data |ainnya yang
t erdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh sasaran i1ibu bersalin
di satu wilayah kerja dal am kurun waktu yg sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan Desal/ kel urahan Uni versal Child | mruni zati on
(uc).
Pengertian : UCI (Universal Child Inmmunization) adalah

tercapai nya imnunisasi dasar secara |engkap pada bayi (0O-
11 bul an), Ibu ham |, WJS dan anak sekol ah tingkat dasar.
Definisi operasional : Cakupan Desal/Kel urahan Universa
Child Imunization (UCI) adalah Desal/Kel urahan dimana =
80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
nmendapat i nmuni sasi dasar | engkap dal am waktu satu tahun.
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Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah desal/kelurahan UC dari data
SIMPUS, SIRS dan data | ainnya yang terdapat pada D nas
Kesehat an

2) Dapat kan pula data junm ah sel uruh desal/ kel urahan

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan Balita G zi Buruk nendapat perawatan

Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani

di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi

buruk di satu wlayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Sunber data R 1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W1 (laporan

wabah KLB), |aporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau

Rumah Sakit.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumah balita gizi buruk nendapat
perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan
wiliyah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS
SIRS, laporan RL G zi, LB3, l|aporan gizi buruk dan data
| ai nnya yang terdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh balita gizi buruk
buruk yang ditenmukan di satu w | ayah kerja dal am waktu
yang sanma

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA.

Angka penenuan pasien baru TBC BTA positif atau Case

Detection Rate (CDR)adalah persentase jum ah penderita

baru TBC BTA positif yang ditenmukan dibandi ngkan dengan

jum ah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif
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dalam w layah tertentu dalam waktu satu tahun. Sunber

data Pel aporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah penderita baru TBC BTA (+) yang
di temukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn
dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08, 11, Laporan
W2, Form pel acakan FP.1 dan data | ainnya yang terdapat
pada Di nas Kesehat an.

2) Dapatkan pula data jum ah perkiraan penderita baru TBC
BTA (+) dal am kurun wkt yang sanma

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Definisi operasional : Persentase penderita DBD yang

di tangani sesuai standar di satu wlayah dalam waktu 1

(satu) tahun dibandi ngkan dengan jum ah penderita DBD

yang ditenukan/dil aporkan dalam kurun waktu satu tahun

yang sanma. Sunber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS
dan KD-DBD (+)

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangan
sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data
SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pel acakan FP.1 dan data
| ai nnya yang terdapat pada D nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah penderita DBD yang ditenukan
di satu wi | ayah dal am kurun wkt yang sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien nasyarakat

m ski n.

Definisi QOperasional: Junm ah kunjungan pasien nasyarakat

m skin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata
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pertama (puskesmas)di satu wlayah kerja tertentu pada

kurun waktu tertentu.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data jum ah kunjungan pasien maskin di sarana
kesehatan Strata 1 dari data Laporan D nkes dan data
| ai nnya yang terdapat pada Di nas Kesehat an

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh maskin di Provinsi
ybs.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

h. Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berurmur 29 hari

s/d 11 bul an) yang nenperol eh pel ayanan kesehatan sesua

dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang

mem | i ki konpetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4

kal i di satu wi | ayah kerja pada kurun wakt u

tertentu. sunber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi),

SI RS dan kliniKk.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data jum ah kunj ungan bayi nmenper ol eh
pel ayanan kesehatan sesuai standar di satu wlayah
kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS,
dan data | ainnya yang terdapat pada D nas Kesehat an.

2) Dapatkan pula data jum ah seluruh bayi [ahir hidup di
satu wi |l ayah kerja pd kurun waktu yang sama

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

3. URUSAN LI NGKUNGAN HI DUP
a. Penanganan sanpah
Kriteria adalah Penanganan sanpah dil akukan nel al ui
pem | ahan, pengunpul an, pengangkutan sanpah rumah tangga
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ke TPA secara berkala mnimal 2 (dua) kali sem nggu,

pengol ahan dan penrosesan akhir sanpah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai volune sanpah yang ditangan
dari Dinas Lingkungan H dup atau unit yang terkait.

2) Dapat kan pul a data nengenai vol une produksi sanpah dar
Di nas Li ngkungan Hi dup atau unit yang terkait.

3) Dapat kan juga data pengangkutan sanpah dari TPS ke TPA
dalam 1 hari (M).

4) | si kan data tersebut pada runus yang ada

5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

b. Keber si han

Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura

antara lain : pasar sudah nemliki sanitasi, nmemliKki

TPS, pengel onpokkan | os pedagang, dan terdapat saluran

dr ai nase.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai Jum ah  pasar tradi si onal
tergolong baik Dberdasarkan kriteria tergolong baik
sesuai dengan kriteria Adipura dari D nas Lingkungan
H dup, Di nas Pasar atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai Jum ah seluruh pasar
t radi si onal yang ber ada pada Kabupat en yang
ber sangkut an (nenghitung jum ah pasar tradisional dan
pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di
kecamat an) .

3) Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

c. Tenpat penbuangan sanpah (TPS)
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Jum ah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan

sanpah terhadap total jum ah penduduk
tersebut.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai jum ah daya

di kabupat en

tanpung Tenpat

Penbuangan Sanpah (TPS) dari Di nas Lingkungan H dup per

RT/ RW kecamat an atau Dinas yang nenbi dangi pengel ol aan

Per sanpahan

2) Dapat kan pul a data nengenai jum ah penduduk yang berada

pada kabupat en yang ber sangkut an.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runus tersebut dan isikan
ki nerj anya.

d. Penegakan hukum | i ngkungan

pada capai an

Penegakan kasus hukum aki bat adanya dugaan pencenmaran

dan/ at au pengr usakan | i ngkungan

hi dup yang

di ti ndakl anj uti . Peraturan Menteri Negara Li ngkungan
H dup Nonor 19 tahun 2008 tentang SPM Bi dang Lingkunagn

H dup daerah Provinsi dan Kabupat en/ Kot a.
Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai jum ah kasus |ingkungan yang

di tangani oleh D nas Lingkungan H dup atau atau unit

yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai junlah kasus |ingkungan

yang harus ditangani oleh D nas Lingkungan Hi dup atau

Bapedal da atau unit yang terkait
3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada
4) H tunglah runus tersebut dan isikan
ki nerj anya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
a. Panjang j al an kabupaten dal am kondi si bai k

Prosedur pengi si an:

pada capai an
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1) Dapat kan data panjang jalan kabupaten kondi si baik dan
sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus
mem | i ki kerataan pernukaan jalan yang nenmadai bagi
kendaraan wuntuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan
cepat, aman, nyanan, nemliki drainase, nmemliki ranbu-
ranbu lalu lintas, dan nemliki penerangan. Data
bersunber dari Dinas Pekerjaan Unum atau unit yang
terkait.

2) Dapat kan pul a data panjang sel uruh jal an kabupat en.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

. Rumah Tangga Per Sanit asi

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang-

kurangnya menpunyai akses fasilitas air bersi h

penbuangan tinja, penbuangan air I|inbah (air bekas),

penbuangan sanpah

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai jum ah rumah tangga bersanitas
dari Di nas Pekerjaan Urum atau unit yang terkait.

2) Dapat kan pul a data nengenai jum ah seluruh runmah tangga
di kabupaten tersebut

3) I'si kan data tersebut pada runus yang ada

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Kawasan Kunuh

Kawasan kunuh adalah w layah yang nenpunyai kegi atan
utama (tenpat pernuki man, penusatan, distribusi pelayanan
sosial dan ekonom ) nanmun tidak sesuai dengan susunan
fungsi kawasan. kawasan kunuh di kel onpokkan berdasarkan
beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting,
tata |etak bangunan, keadaan konstruksi, ventil asi

kepadat an bangunan, keadaan jalan, drainase, penmakaian
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air bersih, penbuangan |[|inbah manusia, dan penbuangan

sanpabh.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai |uas kawasan kumuh di kabupaten
tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau
unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nengenai luas wlayah di kabupaten
tersebut.

3) I sikan data tersebut pada runus yang ada

4) Htunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

5. URUSAN TATA RUANG

Ruang terbuka hijau per satuan |luas w |ayah ber HPL/ HGB

Penyedi aan RTH yang dimliki dan dikelola ol eh Penerintah

Daer ah kabupat en yang di gunakan unt uk kepenti ngan

masyar akat secara unmum ditargetkan terpenuhi nya RTH Publ ik

sebesar 20% dari luas w |l ayah kabupaten. Kriteria nengacu

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/ M 2008

tentang Pedoman Penyedi aan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

H jau di Kawasan Per kot aan.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan pula data nengenai jumlah Jluas RTH yang
tersedi a di kabupaten tersebut.

2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar
20 persen dari luas w |l ayah kabupaten tersebut).

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

6. URUSAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN
a. Tersedi anya Dokunmen Perencanaan : RPJPD
Pr osedur pengi si an:
1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak nenggunakan
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2)

3)

runmus persanmman tetapi pernyataan “ada atau tidak
ada);

Per hati kan dan baca dengan teliti dan seksama | KK yang
akan diisi. Pastikan data dan infornmasi capaian kinerja
| KK dan j awaban/ per nyat aan yang di m nt a.

Tulis hasil atau pernyataan capai an kinerja pada kol om

Capai an Kinerj a.

Penj abaran Program RPJMD kedal am RKPD

Pr
1)

2)

3)
4)

osedur pengi si an:
Dapat kan data nengenai Jum ah program RKPD tahun
ber kenaan dari D nas Bappeda atau unit yang terkait.
Dapat kan pula data nengenai Juml ah program RPJMD yang
harus di | aksanakan tahun ber kenaan.
| si kan data tersebut pada runus yang ada.
H tunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

7. URUSAN PERUVAHAN

a.

Rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi jum ah penduduk yang mnendapatkan akses air
bersi h terhadap jum ah penduduk secara kesel uruhan.
Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari (cuci, nmandi dan mnunm) yang
kual i tasnya nenenuhi syarat kesehatan dan dapat di m num
setel ah dimsak yang dapat berasal dari sunber air
per nukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sunur
yang | okasi penanpungannya berjarak kurang |lebih 20
neter dari septic tank, dan air yang nenenuhi baku nmutu

tertentu sebagai air baku untuk air m num

Prosedur pengi si an:
1) Dapat kan data nengenai Jum ah rumah tangga pengguna

air bersih di kabupaten tersebut dari D nas Perumahan
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atau Di nas Pengelola Sunber Daya Air atau unit yang
terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah tangga d
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

. Li ngkungan penuki man kumnuh

Penuki man kumuh adal ah pemnuki man yang tidak |ayak huni

kar ena keti dakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan

serta sarana dan prasarana yang tidak nenmenuhi syarat.

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai junlah rumah tangga pengguna
air bersih di kabupaten tersebut dari D nas Perumahan
atau Di nas Pengelola Sunber Daya Air atau unit yang
terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah tangga d
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

. Rumah | ayak huni

Rumah | ayak huni adal ah r umah yang menmenuhi
kriterial persyaratan kesel amatan bangunan dan kecukupan
m ni mum | uas bangunan serta kesehatan penghuni nya (ada
ventilasi, penerangan serta lantai yang terbuat dari
t anah) .

Prosedur pengi si an:
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1) Dapatkan data nengenai jum ah rumah |ayak huni di
kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data Jum ah seluruh rumah di kabupaten
t ersebut .

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Cel anggang/ balai renmgja (selain mlik swasta)

Lokasi yang di pergunakan masyarakat untuk mel aksanakan

aktivitas seni, tari, dsb vyang fasilitasnya mlik

peneri nt ah.

Prosedur pengi si an:

1) Dapat kan data nengenai Jum ah gel anggang/ bal ai remgj a
di kabupaten tersebut dari Dinas D spora atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data Jumah seluruh penduduk di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kenai kan/ penurunan Ni |l ai Realisasi PVDN (m | yar rupiah)

Prosedur pengi si an:

1) Dapatkan data nengenai nilai realisasi PNMDN tahun 2015
di kabupaten tersebut dari D nas Penanaman Mbdal, PTSP
atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data nilai realisasi PVMDN tahun 2014 di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.
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4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM
a. Koperasi Aktif

Koperasi yang dalam dua tahun terakhir nengadakan RAT

(Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dal am tahun

terakhi r nel akukan kegi at an usaha.

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data nengenai koperasi aktif di kabupaten
tersebut dari Dinas Penananman Mddal, PTSP atau unit
yang terkait.

2) Dapatkan pula data nilai jum ah seluruh koperasi di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SI PI L
a. Kepem |ikan KTP

per bandi ngan penduduk yang telah wajib nmemliki KTP

terhadap penduduk wusia 17 tahun ke atas dan atau

sudah/ per nah neni kah

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah penduduk yang nmemliki KTP di
kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau
unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data junmlah penduduk wajib KTP (>17
dan at au Pernah/sudah neni kah) di kabupaten tersebut.

1) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

2) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya

b. Kepem |ikan akta kel ahiran per 1000 penduduk
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Akta kelahiran nerupakan salah satu dokunen hasil
pencatatan sipil yang neregristrasi setiap kelahiran
sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib
di | aporkan ol eh penduduk kepada penerintah (instansi
pel aksana) di tenpat terjadinya peristiwa kelahiran
paling | anbat 60 hari sejak kel ahiran.

Defi nisi operasional nya adalah cakupan penduduk |[ahir

yang nenperol eh akta kel ahiran sebagai bentuk registrasi

kependudukan.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah penduduk yang nemliki Akta
Kel ahiran di kabupaten tersebut dari D nas/Bagian
Dukcapil, atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data jumah seluruh penduduk di
kabupat en tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Hitunglah runus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) nerupakan rasio

antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia

kerja (15-64 thn).

Angkat an kerja adal ah penduduk usia produktif yang sudah

nmenpunyai pekerjaan atau sedang nencari pekerj aan.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah angkatan kerja di kabupat en
tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait
(sudah nmem | i ki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).

2) Dapatkan pula data jum ah penduduk usia 15 s.d 64 tahun
di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.
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13.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

KETAHANAN PANGAN

Ket er sedi aan pangan adal ah tersedi annya pangan dari hasi
produksi dalam negeri dan/atau sunber |ain. Berfungsi
menj am n pasokan pangan untuk nenenuhi kebutuhan sel uruh

penduduk dari segi kauntitas, kualitas, keraganan dan

keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, |agung,
kel edai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ub
jalar.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data rata2 jum ah ketersedi aan pangan ut ama per
tahun (kg) di kabupaten tersebut dari D nas Ketahanan
Pangan/ Bul og atau unit yang terkait.

2) Dapatkan pula data jumah penduduk di kabupat en
tersebut.

3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) Htunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLI NDUNGAN ANAK

a. Partisipasi perenpuan di | enbaga penerintah

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data pekerja perenpuan di | enbaga penerintah
di kabupaten tersebut dari D nas Penberdayaan
Per empuan at au Di nas Ket enagakerj aan.

2) Dapat kan pula data Jum ah pekerja perenpuan (PNS dan
Non PNS/ Swasta) di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

15. URUSAN KB & KS
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a. Proporsi antara jum ah peserta KB aktif terhadap jumnl ah

pasangan usia subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suam istri yang

usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kenudi an di bagi

menjadi 3 (tiga ) kel ompok yakni; di bawah usia 20 tahun,

antara 20 — 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah peserta program KB aktif per
kecamat an di kabupaten tersebut dari BKKBN

2) Dapatkan pula data jum ah pasangan usia subur (PUS)
per kecamatan di kabupaten tersebut.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian
ki nerj anya.

. Rasio petugas |apangan KB/ penyuluh KB (PLKB/ PKB)

di seti ap desa/ kel ur ahan.

Per bandi ngan antara jum ah desa/ kel urahan dengan jum ah

PLKB/ PKB secara Nasi onal adal ah antara 4-5

desal/ kel urahan untuk 1 (satu) petugas.

Pet ugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adal ah

pegawai Negeri Sipil (PNS)atau non PNS yang diangkat

ol eh pejabat berwenang yang nenpunyai tugas,tanggung

j awab unt uk mel aksanakan penyul uhan, pel ayanan,

pel aporan, evaluasi dan pengenbangan KB. Sedangkan

Penyul uh  Keluarga Berencana (PKB) adal ah j abat an

fungsi onal PNS vyang diberi tugas, tanggung jawab

wewenang dan hak secara penuh ol eh pejabat berwenang

sebagai pej abat fungsional untuk nelaksanakan kegi atan

penyul uhan, pel ayanan, pel apor an, eval uasi dan

pengenbangan program Kel uarga Berencana Nasi onal .

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data jum ah desa atau kel urahan di kabupaten
tersebut dari BKKBN
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2) Dapatkan pula data jum ah PLKB atau PKB di kabupaten
tersebut .
3) Isikan data tersebut pada runus yang ada.

4) H tunglah runmus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN
Angkut an dar at

Prosedur pengisian :

1)

2)

3)
4)

Dapat kan data jum ah angkutan darat di kabupat en
tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.

Dapat kan pula data junl ah penunpang angkutan darat di
kabupat en tersebut.

| si kan data tersebut pada runus yang ada.

H tunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian

ki nerj anya

17. URUSAN KOMUNI KASI DAN | NFORVATI KA
a. b site mlik penerintah daerah

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan informasi nengenai website mlik penerintah
daerah yang dikelola oleh Bagian Hunas (Setda) atau
Di nas/ Badan/ Kant or Komuni kasi dan i nformati ka.

2) I sikan pada |anpiran suplenmen aspek tingkat capaian
SPM dengan 1isian “Ada” bila pemda telah memiliki
website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki
websi t e.

. Panmer an/ expo

Kegi atan Paneran atau Expo yang disel enggarakan ol eh
penda baik di daerahnya maupun di daerah lain
(Penyel enggar a) .

Prosedur pengisian :
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1) Dapatkan data jum ah paneran yang disel enggarakan
sel ama tahun 2015 ol eh penda di Bagi an Humas (setda)
atau Di nas/ Badan/ Kant or Konuni kasi dan | nformati ka.

2) Isi kan data tersebut pada runus yang ada.

18. URUSAN PERTANAHAN
a. Lahan bersertifi kat

Lahan yang dimliki penerintah daerah (bukan |[|ahan

urmum .

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data luas lahan mlik penda yang
seharusnya bersertifikat dan luas |ahan yang
bersertifikat di Badan Per t anahan Nasi ona
Kabupat en yang ber sangkut an.

2) Isikan perhitungan |KK dengan nenggunakan runus
yang ada .

3) Masukan hasil per hitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.

b. Penyel esai an Kasus Tanah Negar a

Kasus tanah Negara atau sengketa antar penerintah

daerah dengan penerintah daerah atau antar penerintah

daer ah dengan masyar akat .

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan data kasus nenyangkut permasal ahan tanah
negara dan data kasus yang telah terselesai kan di
Sekretari at Daerah/ Bagi an Peneri nt ahan.

2) I si kan perhitungan | KK dengan nenggunakan runus yang
ada.

3) Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an ki nerja
dal am sat uan persent ase.

c. Penyelesian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :
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1) Dapatkan data pernohonan perijinan |okasi dan data
perijinan | okasi yang di set uj ui di Sekretari at
Daer ah/ PTSP.

2) I si kan perhitungan | KK dengan nenggunakan runus yang
ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan per sent ase.

19. KESATUAN BANGSA DAN PCLI TI K
a. Kegi atan penbi naan politik daerah

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah kegiatan politik selama tahun
2015 di Kant or Kesbangli nnas.

2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan juni ah
kegi atan penbinaan politik daerah dalam satuan
kal i .

b. Kegi at an penbi naan terhadap LSM O mas dan OKP

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah kegiatan penbinaan terhadap
LSM Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor
Kesbangl i nnas.

2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan jun ah
kegi atan penbi naan terhadap LSM O mas, dan OKP
dal am sat uan kal i .

20. OTONOM DAERAH
a. SistimlInformasi Mnaj enmen Penda

Prosedur Pengi sian :

1) Dapatkan data jum ah sistem informasi nanajenen
Penda yang diinplenentasi kan di Penda nel al ui
sekretari at daerah dan BPKD.

2) I sikan pada kolom capaian kinerja dengan juni ah
system i nf or masi manaj emen penda yang
di npl ement asi kan di penda dal am sat uan buah.
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b. I ndeks Kepuasan Layanan Masyar akat
Prosedur Pengi si an

1) Dapat kan data i ndeks kepuasan | ayanan nasyar akat di

sekretariat daerah dan BPKD

2) I si kan pada kol om capaian kinerja dengan jum ah

si stem i nf or masi manaj emen

penda yang

di npl ement asi kan di penda dal am sat uan buah.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a. PKK aktif
Prosedur Pengi si an
1) Dapatkan data jumah PKK per

kecamat an yang ada di penda dan

desa/ kel ur ahan/
jum ah PKK yang

aktif (dibina) di Dinas Penberdayaan Masyar akat

Desa.

2) I'sikan perhitungan |KK dengan
yang ada.

3) Masukan hasi | per hi tungan pada

ki nerj a dal am satuan persent ase.
b. Posyandu
Prosedur Pengi si an

1) Dapat kan data jum ah posyandu dan

per desa/kel urahan yang aktif di
Masyar akat Desa

2) Isikan perhitungan |KK dengan
yang ada.

3) Masukan hasi | per hi tungan pada

ki nerj a dal am satuan persentase.

22. SOSI AL
a. Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti rehabilitasi
Prosedur Pengi si an

1) Dapat kan data junl ah sarana sosi al

menggunakan runus

kol om capai an

jum ah posyandu

Di nas Penber dayaan

menggunakan runus

kol om capai an

panti jonpo dan

di Di nas Sosi al .
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2) Masukan jum ah sarana sosial kol om capaian kinerja
dal am sat uan buah.

b. Penanganan penyandang masal ah kesej aht eraan sosi al .
PMKS adal ah perorangan, keluarga, atau komunitas yang
mengal am di sfungsi secara fisik, psikologis, ekonom ,
sosial atau budaya sehingga tidak dapat nel aksanakan
fungsi sosial nya secara waj ar.

Prosedur pengisian :

1) Dapat kan dat a j um ah penyandang masal ah
kesej ahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS vyang
tertangani di Dinas Sosial.

2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | per hitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.

c. PMKS yg nenperol eh bantuan sosi al
Prosedur pengisian :

1) Dapat kan dat a j um ah penyandang masal ah
kesej aht er aan sosi al ( PMKS) yang sehar usnya
menper ol eh bantuan social dan data PMKS yang tel ah
nmenper ol eh bantuan sosial di Dinas Sosial.

2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an

ki nerj a dal am satuan persent ase.

23. URUSAN BUDAYA
a. Penyel enggaraan festival seni dan budaya
Prosedur Pengi si an
1) Dapatkan data jum ah penyel enggaraan seni dan
budaya sel anma tahun 2015 di Dinas Pariw sat a.
2) Isikan hasil perhitungan |KK dengan nenggunakan

rumus yang ada.
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3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerj a dal am satuan persent ase.
b. Sarana penyel enggaraan seni dan budaya
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah sarana penyel enggaraan sen
dan budaya di Dinas Pariw sat a.
2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.
3) Masukan hasi | per hitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan.
c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
di | estari kan
Prosedur pengisian :
1) Dapatkan data jum ah benda, situs, dan kawasan
cagar budaya di Dinas Pariw sat a.
2) Masukan jum ah benda, situs, dan kawasan cagar
budaya yang dil estari kan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan buah.

24. URUSAN STATI STI K
a. Buku ” kabupaten dalam angka”
Prosedur Pengi si an
1) Dapat kan buku kabupaten dal am angka tahun 2015 di
Kantor Statistik atau Bappeda.
2) Masukan ke kolom capaian kinerja, apabila penda
telah nmemliki buku kabupaten dalam angka tahun
2015 1sikan ‘““Ada” dan apabila belum isikan “Tidak™.
b. Buku ”PDRB kabupaten”
Prosedur Pengi si an
1) Dapat kan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor
Statistik atau Bappeda.
2) Masukan ke kolom capaian kinerja, apabila penda

telah nmemliki buku PDRB kabupaten dalam angka
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tahun 2015 1isikan “Ada” dan apabila belum isikan
“Tidak™.

25. URUSAN KEARSI PAN
a. Pengel ol aan arsip secara baku

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data jum ah SKPD dan jum ah SKPD yang
nmener apkan pengel ol aan arsip secara baku di Kantor
arsi p daer ah.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nmenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | per hitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.

b. Peni ngkat an SDM pengel ol a pengar si pan

Pr osedur pengisian :

1) Dapatkan data junmlah kegiatan penbinaan kepada
petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip
daer ah.

2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

3) Masukan hasi | perhi tungan pada kolom capai an

ki nerj a dal am satuan persent ase.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN
a. Kol eksi buku yang tersedi a di perpustakaan daerah
Prosedur pengisian :
1) Dapat kan data jum ah kol eksi judul buku dan kol eksi
jum ah buku di perpustakaan daer ah.
2) I si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.
3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an
ki nerja dal am sat uan persent ase.
b. Pengunj ung per pust akaan
Pr osedur pengisian :
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1) Dapat kan data jum ah pengunjung perpustakaan sel ama
tahun 2015 dan jum ah populasi orang yang harus
di l ayani di perpustakaan daer ah.

2) I'si kan data pada perhitungan | KK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

3) Masukan hasi | perhitungan pada kolom capai an

ki nerja dal am sat uan persent ase.

URUSAN PI LI HAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERI KANAN

a. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah realisasi produksi perikanan baik
darat nmaupun laut (ton) dan data target produksi

peri kanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kel aut an

I si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja
dal am sat uan persent ase.

b. Konsunsi ikan

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah rata-rata konsunmsi ikan (kg) dan
data target ekspor hasil perikanan daerah di D nas
Peri kanan dan Kel aut an

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada.

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja
dal am sat uan persent ase.

2. URUSAN PERTANI AN

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama | okal | ainnya

per

hekt ar

Prosedur pengi si an
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1)

2)

3)

Dapat kan data produktivitas padi atau bahan pangan
utama | ocal lainnya dan total |uas areal tanaman pada
atau bahan pangan utama | ocal | ai nnya di Di nas
Pert ani an

I si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan per sent ase.

b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanian di Kantor StatistiKk.

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada.

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan per sent ase.

3. URUSAN KEHUTANAN
a. Rehabilitasi hutan dan | ahan kritis

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total |ahan kritis dan |ahan kritis yang
berhasi| direhabilitasi di D nas Kehutanan.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan persent ase.

b. Kerusakan Kawasan Hut an

Prosedur pengi si an

1)

2)

Dapat kan data |uas kawasan hutan dan |uas kerusakan
kawasan hutan di D nas Kehut anan.
| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan

rumus yang ada
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3)

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan persent ase.

4. URUSAN ENERG DAN SDM

a. Pertanbangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data luas area penanbangan dan |uas
penanbangan liar yang diterti bkan di Di nas
Per t anbangan dan Energi .

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase

b. Kontribusi sektor pertanbangan terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pertanmbangan di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan persent ase.

5. URUSAN PARI W SATA

a. Kunjungan w sat a

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah kunjungan w satawan nusantara
maupun nmancanegara selama tahun 2015 di Di nas
Pari w sat a.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.
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b. Kontribusi sektor pariw sata terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor pariw sata di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan per sent ase.

6. URUSAN | NDUSTRI
a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB
khusus sektor industri di Kantor Statistik.

| si kan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
rumus yang ada

Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

b. Pertunmbuhan i ndustri secara kesel uruhan.

Prosedur pengi si an

1)

2)

3)

Dapat kan data jum ah industri 2015 dan jum ah i ndustri
tahun 2006 di Dinas Perindustrian.

| si kan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada

Masukan hasil| perhitungan pada kol om capai an kinerja

dal am sat uan persent ase

7. URUSAN PERDAGANGAN
a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengi si an

1)

Dapat kan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB

khusus sektor perdagangan di Kantor StatistiKk.
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2) Isikan data pada perhitungan |IKK dengan nenggunakan
runmus yang ada
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase

b. Ekspor bersi h perdagangan
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi
i mpor (Rp) di Kantor Statistik atau Di nas Perdagangan.
2) Isikan data pada perhitungan |1KK dengan nenggunakan
rumus yang ada
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase.

8. URUSAN TRANSM GRASI
Transm gran swakar sa
Prosedur pengi si an
1) Dapatkan data jum ah trasm gran dan jum ah transm gran
swakarsa di Dinas Transm grasi
2) Isikan data pada perhitungan |KK dengan nenggunakan
runmus yang ada
3) Masukan hasil perhitungan pada kol om capaian kinerja

dal am sat uan persent ase
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